
 
 

  





i 
 

TIM PENYUSUN 

 

No Nama Jabatan 

1 Winarni, SE Penanggung Jawab 

2 Budi Sutrisno, ST. MT Koordinator 

3 Drs. Siswanto Anggota 

4 Drs. Adjat Sudradjat, MSc Anggota 

5 Budiman Kamil, ST Anggota 

6 Ir. TJ. Jatmiko Adi, MT Anggota 

7 Drs. R. Sofyan Agus Safari Anggota 

8 Dian Kairiani, Amd Anggota 

9 Danang Yogisworo, ST. M. Eng Anggota 

10 Wiwie Chaerani, ST Anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (B2TKE) 

 

 

Tangerang Selatan,       Desember 2016 

 

Dibuat oleh : 

 

 

 

 

 

Disetujui oleh : 

 

Budi Sutrisno, ST. MT 

Koordinator Tim Penyusun SOP B2TKE 2016 

Dr. Andhika Prastawa, MSEE 

Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

KATA  PENGANTAR 

 

Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) merupakan unit kerja di lingkungan Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT) di bawah koordinasi Kedeputian Teknologi Informasi, Energi dan Material 

yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengujian, pengembangan, penerapan dan 

penyebarluasan teknologi energi yang efisien, handal dan berwawasan lingkungan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, B2TKE sebagai satu organisasi perlu menjalankan organisasi secara 

efisien dan professional sehingga perlu dibuat suatu standar operasional prosedur. 

Standar Operasional Prosedur atau biasa disebut SOP merupakan salah satu komponen yang penting 

didalam menjalankan suatu organisasi serta merupakan penetapan tertulis mengenai apa yang harus 

dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan dan apa saja yang diperlukan, yang 

semuanya itu merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan dilakukan. SOP bukan hanya merupakan 

pedoman prosedur kerja rutin yang harus dilaksanakantetapi juga berfungsi untuk mengevaluasi pekerjaan 

yang telah dilakukan, apakah pekerjaan tersebut telah dikerjakan dengan baik atau tidakserta kendala apa 

yang dihadapisehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat melalui SOP. 

Buku panduan SOP di Balai Besar Teknologi Konversi Energi (SOP - B2TKE) merupakan suatu dokumen 

yang dinamis yang selalu dimonitor dan diperbarui agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

pekerjaan. SOP B2TKE tahun 2016 berisi 86 prosedur terdiridariBagian Umum (TU SDM&RT dan Program 

&Keuangan), Layanan Jasa Teknologi dan Manajer Mutu. 

Semua prosedur dalam SOP ini disajikan dengan identifikasi penomoran dan pengelompokan bidang - 

bidang terkait agar lebih memudahkan dalam penerapannya. 

Diharapkan SOP B2TKE ini dapat diterapkan mulai tahun 2017 dan menjadi acuan seluruh pegawai Balai 

Besar Teknologi Konversi Energi menuju pegawai negeri yang professional. 

 

Tangerang Selatan, Desember 2016 

Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi 

 

 

Dr. Andhika Prastawa, MSEE. 
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PENDAHULUAN 
 

Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) adalah satuan kerja di lingkungan kedeputian Teknologi 

Informasi Energi dan Material (TIEM) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).Organisasi dan 

tata kerja B2TKE diputuskan berdasarkan Peraturan Kepala BPPT Nomor 12 Tahun 2015. 

B2TKE merupakan balai besar dalam bidang teknologi konversi energi dan teknologi kelistrikan di 

lingkungan BPPT, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPT serta di bawah 

pembinaan teknis kedeputian bidang TIEM yang dipimpin oleh seorang kepala. 

Adapun B2TKE mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengujian, pengembangan, penerapan dan 

penyebarluasan teknologi energi yang efisien, handal dan berwawasan lingkungan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, B2TKE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Pelayanan teknologi di bidang kelistrikan dan konversi energi. 

b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama teknologi kelistrikan dan 

konversi energi. 

c. Pelaksanaan pengujian, penerapan dan penyebarluasan teknologi kelistrikan dan konversi energi. 

d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah 

tangga dan pelaporannya serta pengelolaan Techno Park di bidang energi. 

Susunan organisasi B2TKE terdiri dari : 

ü Bidang Konversi Energi. 

ü Bidang Teknologi Kelistrikan. 

ü Bidang Layanan Jasa Teknologi. 

ü Bagian Umum. 

ü Kelompok Jabatan Fungsional. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, B2TKE perlu menyusun suatu Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang merupakan suatu pedoman tertulis untuk menjalankan kegiatan B2TKE dalam mencapai 

tujuan organisasi dan menerangkan tatacara atau alur tahapan yang dibakukan untuk mengoperasikan 

proses kerja tertentu.  
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Dalam penyusunan SOP ini dibentuk TIM SOP yang didasarkan pada Surat Tugas Kepala B2TKE No. 07 

Tahun 2016.Dokumen SOP ini dibagi atas kategori bidang kerja sebagai berikut: 

I. TU SDM&RT. 

II. Program & Keuangan. 

III. Layanan Jasa Teknologi. 

IV. Manajer Mutu. 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 01/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENANGANAN SURAT/NOTA DINAS MASUK 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penanganan surat/nota dinas masuk.  
 

2. DEFINISI 

Surat/Nota Dinas Masuk adalah suatu informasi tertulis yang diberikan oleh instansi  atau satuan unit 
kerja di B2TKE. 
 

3. KEBIJAKAN 

Setiap surat/nota dinas masuk harus melalui sekretariat yang ada di lingkungan B2TKE 
 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 

- 

 
6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Dokumen

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 01/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENANGANAN SURAT/NOTA DINAS MASUK 

 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
Instansi/unit kerja 
 
 
 
 
 
Sekretariat 
Balai/Bid./Bag. 
 
 
 
 
 
Pejabat  terkait 
 
 
 
 
Sekretariat 
Balai/Bid./Bag. 
 
 
 
 
Unit kerja terkait 

 
 
 
 
 
Mengirim surat/nota dinas.  
 
 
 
 
 
- Menerima surat/nota dinas. 
- Memberikan stempel tanggal penerimaan. 
- Mencatat pada buku agenda surat masuk dan 

membubuhkan nomor urut. 
- Menyerahkan ke Pejabat terkait. 
 
 
- Mempelajari dan mendisposisikan. 
- Menyerahkan ke sekretariat. 
 
 
 
- Menggandakan untuk pendistribusian. 
- Mencatat isi disposisi pada buku agenda . 
- Mengarsipkan. 
- Mendistribusikan. 
 
 
Menerima dan menindaklanjuti surat/nota dinas 
yang telah diberikan disposisi. 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 02/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENANGANAN SURAT/NOTA DINAS  KELUAR 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penanganan surat/nota dinas keluar. 

2. DEFINISI 

Surat/Nota Dinas Keluar adalah suatu informasi tertulis yang diberikan oleh instansi  atau satuan unit 
kerja di B2TKE. 

3. KEBIJAKAN 

Surat/nota dinas keluar sebelum ditanda tangani oleh pejabat yang berhak menandatangani, terlebih 
dahulu harus diparaf sesuai dengan jenjang hirarki struktur organisasi di B2TKE. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 02/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENANGANAN SURAT/NOTA DINAS  KELUAR 

 
7. PROSEDUR 
 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
Unit kerja 
 
 
 
 
 
Sekretariat Bidang/ 
Bagian 
 
 
 
 
 
 
Unit kerja  

 
 
 
 
 
 
Membuat  surat/nota dinas.  
 
 
 
 
 
- Memberikan nomor dan tanggal. 
- Mencatat pada buku agenda keluar. 
- Menggandakan. 
- Mengarsipkan. 
- Mendistribusikan. 
 
 
 
Menerima surat/nota dinas.  
 
 

 

Dokumen

Proses

Selesai

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 03/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penerbitan surat keputusan agar terkoordinir dan terintegrasi dengan baik. 

2. DEFINISI 

Surat Keputusan (SK) adalah surat yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat 
mengatur dan merupakan pelaksanaan kegiatan. 

3. KEBIJAKAN 

Surat Keputusan dikeluarkan oleh Ka. B2TKE berdasarkan usulan dari Ka. Bid./Ka.Bag.  

4. REFERENSI 

a. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 

b. Pedoman Tata Naskah Dinas BPPT. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 03/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN 

 

7. PROSEDUR 
 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
Ka.Bag./Bid. 
 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Ka. Subbag.  
TU  SDM & RT 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka. Subbag.  
TU SDM & RT 
 
 
 
Unit  kerja terkait/ 
Pegawai 

 
 
 
 
 
Membuat pengajuan pembuatan SK ke Ka. Bag. 
Umum. 
 
 
 
 
Mempelajari dan mendisposisikan ke Ka. Subbag. 
TU SDM & RT. 
 
 
- Membuat draft SK yang diparaf oleh petugas. 
- Melakukan pemeriksaan dengan memberikan paraf . 

 
 
 
Memeriksa dan menyetujui draft SK dengan 
memberika paraf. 
 
 
 
Memeriksa dan menandatangani SK. 
 
 
- Memberikan nomor. 
- Mengarsipkan. 
- Mendistribusikan. 
 
 
Menerima SK. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Proses

Proses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 04/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGGUNAAN MESIN FAKSIMILE DAN TELEPON 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penggunaan mesin faksimile dan telepon. 
 

2. DEFINISI 

Telepon dan Mesin Faksimile adalah fasilitas kantor yang dapat dipergunakan oleh pegawai. 
 

3. KEBIJAKAN 

a. Pegawai yang akan akan menggunakan telepon melalui operator 5100. 
b. Untuk sambungan telepon lokal pegawai dapat menelepon langsung tanpa melalui operator. 
c. Penggunaan telepon melalui operator dibatasi paling lama 10 menit dan secara langsung dibatasi 

paling lama 5 menit. 

d. Untuk sambungan internal (kawasan puspiptek) dapat langsung. 

e. Penggunaan mesin faksimile harus melalui petugas yang ditunjuk. 

f. Setiap penggunaan telepon dan mesin faksimile oleh petugas harus dicatat pada log book. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi.  

5. DAFTAR DOKUMEN 
Log Book Penggunaan Faksimile dan Telepon. 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 

 



8 
 

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 04/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGGUNAAN MESIN FAKSIMILE DAN TELEPON 

 
7. PROSEDUR 

 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pegawai  
 
 
 
 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
 
 
 
Pegawai  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Meminta kepada operator. 
 
 
 
 
 
 
- Menerima permintaan.  
- Mencatat nomor yang akan dituju. 
- Menyambungkan ke nomor yang dituju. 
- Setelah tersambung melakukan transfer kepada 

pegawai. 
 
 
 
Melakukan komunikasi. 
 
 

 

Permintaan

Verifikasi

Selesai

Ya

Tidak

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 05/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGELOLAAN SURAT/DOKUMEN MASUK 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pengelolaan surat/dokumen masuk. 

2. DEFINISI 

Pengelolaan surat atau dokumen masuk adalah serangkaian proses kegiatan dimulai dari diterimanya 
surat atau dokumen sampai ke penerima surat atau dokumen masuk secara  cepat, tercatat dan tepat 
sasaran. 

3. KEBIJAKAN 

a. Subbag. TU SDM & RT setiap menerima surat/dokumen/paket dari resepsionis segera melakukan 
pemilahan.  

b. Memberikan tanggal penerimaan pada amplop surat masuk dan mencatat surat dalam buku 
verbal/agenda surat masuk. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 

 
5. DAFTAR DOKUMEN 

- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
 
 



10 
 

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 05/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGELOLAAN SURAT/DOKUMEN MASUK 

 
7. PROSEDUR 

 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
Resepsionis B2TKE 
 
 
 
 
 
 
 
Ka.Subbag.  
TU SDM & RT 
 
 
 
 
Sekretariat  
Ka. B2TKE & Ka. Bid./ 
Ka.Bag. 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 

 
 
 
 
 
- Menerima surat/dokumen/paket  dari petugas Pos, 

Ekspedisi, Kurir. 
- Menyerahkan surat ke Subbag. TU SDM & RT. 

 
 
 
 
 

- Menerima surat/dokumen dari Resepsionis. 
- Mencatat dan mendistribusikan ke Sekretariat  terkait. 
 
 
 
 
- Menerima surat/dokumen. 
- Mencatat dalam buku ekspedisi. 
- Menyerahkan  ke pegawai. 

 
 
 
 
Menerima surat/dokumen. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 06/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGGANDAAN DOKUMEN 

1. TUJUAN 
Untuk mempermudah proses penggandaan dokumen.  

2. DEFINISI 
Penggandaan Dokumen adalah proses memperbanyak dokumen. 

3. KEBIJAKAN 
Setiap proses penggandaan dokumen yang akan dilakukan harus melalui Subbag. TU SDM &RT. 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 

 
5. DAFTAR DOKUMEN 

Form Penggandaan Dokumen (FR.06.00/BU ï SDM & RT/2016). 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 06/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGGANDAAN DOKUMEN 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
Ka.Bid/ 
Ka.Subbid/ 
Ka.Subbag 
 
 
Ka.Bag. Umum 
 
 
 
Pejabat Pengadaan 
& PPK 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
Ka. Subbag. Prog. 
& Keuangan 
 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
 

Pejabat Pengadaan 
 
 
 
Unit Kerja 

 
 
 
Membuat nota dinas pengajuan 
penggandaan dokumen. 
 
 
 
Mempelajari dan mendisposisikan nota 
dinas tersebut kepada Ka.Sub. Bag TU 
SDM&RTdengan tembusan ke Pejabat 
Pengadaan dan PPK. 
 
Tembusan Ą Proses PPK. 
 
 
Mengajukan uang muka. 
 
 
 
Melakukan pengajuan uang muka. 
 
 
- Menggandakan berkas di luar kantor. 
- Membuat perhitungan jumlah lembar dan 

rupiah yang harus dibayar. 
- Membuat nota dinas pertanggung 

jawaban kepada Pejabat Pengadaan. 
- Mendistribusikan hasil penggandaan. 
 
 
Melakukan proses pertanggung jawaban. 
 
 
 
Menerima hasil penggandaan. 
 
 
 

 

Dokumen

Verifikasi

Proses

Tembusan

Proses

Proses

Proses

Selesai

Ya

Tidak

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 07/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGGUNAAN PAPAN PENGUMUMAN 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penggunaan papan pengumuman sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

2. DEFINISI 

Papan Pengumuman adalah tempat untuk menempel dokumen informasi. 

3. KEBIJAKAN 

a. Penggunaan papan pengumuman yang ada di lingkungan B2TKE dikelola oleh Subbag. TU SDM 
& RT. 

b. Kriteria layak dalam menggunakan papan pengumuman sesuai dengan tupoksi B2TKE dan yang 
mempunyai wewenang dalam pengelolaan papan pengumuman adalah Ka. Subbag.TU SDM & RT 

c. Papan pengumuman resmi B2TKE terletak di Gedung 620 lantai 1 dan Gedung 625 lantai 2. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Log Book Penggunaan Papan Pengumuman 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 07/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGGUNAAN PAPAN PENGUMUMAN 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
Pengguna 
 
 
 
 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 

 
 
 
 
 
- Menyerahkan materi atau bahan yang 

diumumkan. 
 
 
 
 
- Menerima, mempelajari dan paraf Leaflet 

dll yang layak untuk ditempel di papan 
pengumuman. 

- Menempelkan. 
- Mengisi log book. 
- Memeriksa papan pengumuman agar 

informasi yang ada selalu up to date. 
 

 
 
Mendapatkan Informasi. 
 
 

 

Dokumen

Verifikasi

Selesai

Tidak

Mulai

Ya
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 08/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGGUNAAN FASILITAS RAPAT 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penggunaan fasilitas rapat sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana.  

2. DEFINISI 
Fasilitas Rapat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rapat seperti : ruangan 
dengan perlengkapannya, proyektor dan konsumsi. 

3. KEBIJAKAN 

a. Setiap unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan rapat membuat nota dinas ke Ka. Bag. Umum 
perihal rapat yang akan dilakukan paling lambat 2 x 24 jam sebelumnya dengan rincian : 
i. Perihal rapat. 
ii. Mencantumkan jumlah peserta rapat. 
iii. Waktu penggunaan ruangan dan peralatannya. 
iv. Kebutuhan konsumsi. 

b. Subbag. TU SDM & RT menyiapkan segala yang diperlukan seperti daftar hadir,  konsumsi (bila 
diperlukan sesuai dengan persetujuan Ka.Bag. Umum). 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Log Book Penggunaan Fasilitas Rapat. 

 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 08/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGGUNAAN FASILITAS RAPAT 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ka. Bid/Bag./Ka. 
Subbid./Subbag. 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Ka. Subbag TUSDM & 
RT 
 
 
 
 
 
Unit Kerja 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Membuat nota dinas pemberitahuan 
rencana rapat.  
 
 
 
Mempelajari dan meneruskan ke Ka. 
Subbag. TU SDM & RT. 
 
 
- Memeriksa dan menyiapkan ruangan 

rapat beserta peralatan. 
- Mencatat jadwal pemakaian ruangan. 
- Menyediakan konsumsi rapat bila 

diperlukan.  
 
 
Melakukan rapat. 
 
 

 

Dokumen

Verifikasi

Selesai

Ya

Tidak

Mulai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 09/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PEMBUATAN TANDA PENGENAL SISWA/MAHASISWAPRAKTEK KERJA 

LAPANGAN 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pembuatan tanda pengenal bagi siswa/mahasiswa yang akan melaksanakan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL). 

2. DEFINISI 

Tanda Pengenal merupakan identitas siswa/mahasiswa yang akan melaksanakan PKL di lingkungan 
B2TKE. 

3. KEBIJAKAN 

Jadwal dan penempatan siswa/mahasiswa yang akan melaksanakan PKL di B2TKE  dan surat tugas  
untuk Pembimbing  dibuat oleh Subbid. Layanan Jasa. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Pembuatan Tanda Pengenal PKL(FR.09.00/ BU - TU SDM & RT/ 2016) 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
 



18 
 

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 09/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PEMBUATAN TANDA PENGENAL SISWA/MAHASISWA PRAKTEK KERJA 
LAPANGAN  

 
7. PROSEDUR 

 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa/Mahasiswa 
 

 
 
 
 
 
Membuat nota dinas. 
 
 
 
 
 
Mempelajari dan mendisposisikan ke Ka. 
Subbag. TU SDM & RT. 
 
 
 
- Menerima jadwal dan data-data 

siswa/mahasiswa yang akan PKL di 
B2TKE. 

- Membuat tanda pengenal. 
- Membuat  jadwal hadir siswa/mahasiswa. 
- Mendistribusikan tanda pengenal ke 

siswa/mahasiswa. 
 
 
Menerima tanda pengenal. 

 

Proses

Dokumen

Selesai

Proses

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 10/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PERMINTAAN PEGAWAI BARU 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah permintaan pegawai baru sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

2. DEFINISI 

Pegawai Baru adalah pegawai yang diterima  berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan  oleh  
Biro Sumber Daya Manusia & Organisasi (SDM & O).  

3. KEBIJAKAN 

Penerimaan pegawai baru harus sesuai dengan program penambahan pegawai yang telah 
direncanakan. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 10/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PERMINTAAN PEGAWAI BARU 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 

 
Ka. Bid./Ka. Bag. 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
Ka.Bag.Umum 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka. Subbag.TU 
SDM  & RT 
 
 
Dep.Ka. BPPT Bid. 
TIEM 

 
 
 
 
Membuat nota dinas permintaan pegawai baru. 
 
 
 
 
Mempelajari dan mendisposisi ke Ka. Bag 
Umum. 
 
Mempelajari dan mendisposisi ke Ka. Subbag. 
TU SDM & RT. 
 
- Meneliti daftar permintaan pegawai. 
- Membuat rekapitulasi usulan permintaan 

pegawai baru dan menyampaikan kepada 
Ka. Bag.Umum. 

-  
Melakukan evaluasi bersama Ka. B2TKE dan 
unit kerja yang membutuhkan dan disposisi ke 
Ka.Subbag. TU SDM & RT. 
 
- Mendapatkan data akhir jumlah dan 

kualifikasi usulan kebutuhan pegawai baru. 
- Membuat draft notadinas. 
 
Memeriksa dan memberikan paraf. 
 
 
Menandatangani nota dinas. 
 
 
 
Mengirim nota dinas. 
 
 
Menerima nota dinas permintaan pegawai baru. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 11/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR JOB TEST CALON PEGAWAI 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah prosedur job test calon pegawai yang memenuhi kualifikasi tertentu sesuai 

dengan kebutuhan unit kerja. 

2. DEFINISI 

Job Test adalah salah satu dari rangkaian kegiatan seleksi penerimaan pegawai baru yang dilakukan 
oleh unit kerja B2TKE untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 

3. KEBIJAKAN 

Job test dilakukan oleh pegawai yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan unit 
kerja. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 11/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR JOB TEST CALON PEGAWAI 

7. PROSEDUR 
 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
Biro SDM & O 
 
 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
 
Pegawai yang 
bertugas 
 
 
 
 
Biro SDM & O 

 
 
 
 
Mengirim nota dinas tentang 
pelaksanaan job test calon Pegawai. 
 
 
 
 
 
- Mempelajari  
- Mendisposisikan 
 
 
 
 
- Melakukan koordinasi dengan unit 

kerja terkait untuk pelaksanaan job 
test. 

- Menugaskan pegawai yang akan 
melakukan job test. 

 
 
- Melakukan  job test. 
- Menyerahkan berkas hasil  job test. 
 
 
 
 
Menerima berkas calon pegawai yang 
telah mengikuti  job test. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 12/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN MUTASI PEGAWAI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pengajuan mutasi pegawai antar lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan 

dan ketentuan yang berlaku. 

2. DEFINISI 

Mutasi Pegawai antar Lembaga Pemerintah adalah proses perpindahan pegawai dari suatu instansi 
pemerintah ke instansi pemerintah lainnya.   

3. KEBIJAKAN 

a. Mutasi pegawai ke lembaga pemerintah yang lain harus disetujui oleh Kepala BPPT atas usulan dari 
kepala unit kerja yang bersangkutan. 

b. Selama proses administrasi berlangsung, pegawai yang bersangkutan harus tetap masuk bekerja 
seperti biasa. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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Dokumen

Verifikasi

Proses

Proses

Proses

Tidak

Ya

Mulai

Proses

Selesai

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 12/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN MUTASI PEGAWAI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Dep. Ka. BPPT 
Bid.TIEM 

 
 
 
 
Mengajukan permohonan mutasi ke Ka. 
B2TKE melalui jenjang hirarki. 
 
 
 
 
 
- Mempelajari dan berkoordinasi dengan 

Ka.Bid./Ka.Bag. yang bersangkutan. 
- Mendisposisikan. 
 
 
 
 
Menerima dan mempelajari. 

. 
 
- Menganalisa data pegawai yang 

bersangkutan. 
- Menyiapkan draft nota dinas kepada 

Dep. Ka. BPPT Bid. TIEM. 
- Melakukan monitoring. 
 
 
Memberikan paraf. 
 
 
 
Menandatangani. 
 
 
 
- Menerima nota dinas. 
- Memproses mutasi. 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 13/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGISIAN SASARAN KERJA PEGAWAI 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pengisian Sasaran Kerja Pegawai dan mempermudah Pejabat Penilai dalam 
memberikan tugas dan menilai pegawainya. 

2. DEFINISI 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah sasaran kinerja pegawai yang ada dalam salah satu unsur 
didalam penilaian prestasi kerja PNS yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2016. 

3. KEBIJAKAN 

a. Pejabat Penilai membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada awal tahun kegiatan.  
b. Dalam pembuatan SKP dimaksud Pejabat Penilai melakukan koordinasi dengan atasan dari 

Pejabat Penilai.(Pengisian SKP). 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form SKP. 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 13/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGISIAN SASARAN KERJA PEGAWAI  

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
 
 
 
Pejabat Penilai 
 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
 
 
 
Pejabat  Penilai 
 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Membuat  SKP sesuai tupoksi. 
- Mengirim ke pegawai yang bersangkutan. 
 
 
 
 
Mempelajari dan menanda tangani  SKP 
pada kolom PNS yang dinilai. 
 
 
 
 
 
 
Menandatangani SKP pada kolom Pejabat 
Penilai. 
 
 
 
 
Bekerja sesuai dengan SKP yang dibuat. 
 
 

 

Dokumen

Selesai

Proses

Mulai

Verifikasi

Ya

Tidak
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 14/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENERAPAN SANKSI PEGAWAI 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penerapan sanksi terhadap pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku. 

2. DEFINISI 

Penerapan sanksi pegawai adalah proses pemberian hukuman disiplin pegawai. 

3. KEBIJAKAN 

a. Sanksi diberikan kepada pegawai setelah melalui proses teguran lisan maupun tertulis. 
b. Untuk pegawai yang kinerjanya tidak sesuai dengan standar minimum dan perlu diberikan teguran 

tertulis, maka Kepala Unit meminta persetujuan kepada Ka. B2TKE. 
c. Untuk Surat Peringatan (SP) I dan II, proses dilakukan di B2TKE, sedangkan untuk SP III proses 

dilakukan di Biro SDM & O. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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Tahun. 
Berlaku  

:2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 14/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENERAPAN SANKSI PEGAWAI 

 
7. PROSEDUR 

 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
Ka. Bid./Ka. Bag./ 
Ka. Subbid. 
 
 
 
 
 
 
 
Ka. Subbag. TUSDM & 
RT 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Memberikan data pegawai yang dikenakan 
sanksi. 

 
 
 
 
 
 
 

Membuat draft Surat Peringatan (SP). 
 
 
 
 
- Menyetujui draft Surat Peringatan (SP). 
- Memberikan paraf. 
 
 
 
 
Menandatangani SP. 
 
 
 
- Menerima. 
- Mempertanggungjawabkan ke Ka. Bag. 

Umum. 
 
 
 
 
 

 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Proses
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Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 15/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR MUTASI INTERNAL PEGAWAI 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pegawai yang akan mengajukan mutasi internal unit di lingkungan B2TKE 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

2. DEFINISI 

Mutasi Internal adalah perpindahan satminkal pegawai antar unit kerja di lingkungan B2TKE. 

3. KEBIJAKAN 

a. Bagi pegawai yang akan mengajukan mutasi internal di lingkungan B2TKE harus melakukan 
koordinasi dengan unit kerja yang akan dituju. 

b. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ka. B2TKE dengan 
persetujuan atasan langsungnya (Ka. Subbid./Ka. Subbag. dan Ka. Bid./Bag.). 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 15/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR MUTASI  INTERNAL PEGAWAI  

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Biro SDM&O 
 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
Pegawai 

 
 
 
 
Membuat surat permohonan mutasi ke Ka. 
B2TKE. 
 
 
 
 
Mempelajari dan disposisi. 
 
 
 
Disposisi. 
 
 

 
- Memeriksa database pegawai. 
- Membuat nota dinas. 
- Memonitor realisasi pengajuan mutasi. 
 
 
Memberikan paraf. 

 
 

Menandatangani nota dinas. 
 
 
 
Proses SK mutasi. 
 
 
 
- Menerima SK mutasi. 
- Mendistribusikan. 
- Mengarsipkan. 
 
 
Menerima SK mutasi. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Proses

Proses

Proses

Proses

Verifikasi

Tidak

Ya
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Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 16/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) EKSTERNAL 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) eksternal sesuai dengan jadwal 

dan anggaran yang telah disetujui. 

2. DEFINISI 

Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pegawai yang sesuai 
dengan kompetensi unit kerja. 

3. KEBIJAKAN 

a. Setiap awal tahun anggaran, unit kerja mengajukan usulan rencana kebutuhan yang disertai data 
pendukung pelaksanaan diklat eksternal ke Ka. B2TKE. 

b. Pelaksanaan diklat eksternal mengacu pada usulan yang telah disetujui berdasarkan skala prioritas.   
c. Apabila ada usulan diklat yang tidak tercantum dalam jadwal rencana, maka terlebih dahulu harus 

mendapatkan persetujuan dari Ka. B2TKE. 
d. Setiap pegawai yang melaksanakan diklat eksternal wajib membuat laporan hasil pelaksanaan. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 16/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) EKSTERNAL 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ka. Bid./Ka. Bag./ 
Ka. Subbid./MM 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Menyusun nota dinas usulan pegawai 
peserta diklat.  
 
 
 
- Mempelajari dokumen perencanaan 

diklat. 
- Mendisposisikan ke Ka. Subbag. TU 

SDM & RT. 
 
 
Melaksanakan  proses administrasi 
pelaksanaan diklat. (pembiayaan diklat, 
surat tugas dsb). 
 
- Menerima pembiayaan pelaksanaan 

diklat. 
- Melaksanakan diklat/training. 
- Membuat pertanggungjawaban. 
 
 

 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai
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KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 17/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PELAKSANAAN PELATIHAN INTERNAL 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pelaksaaan pelatihan internal sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah 

disetujui. 

2. DEFINISI 

Pelatihan Internal adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pegawai yang sesuai dengan 
kompetensi unit kerja yang dilakukan di B2TKE. 

3. KEBIJAKAN 

a. Setiap awal tahun anggaran, unit kerja mengajukan usulan rencana kebutuhan pelaksanaan 
pelatihan internal ke Ka. B2TKE. 

b. Pelaksanaan pelatihan internal mengacu pada usulan yang telah disetujui.   
c. Apabila ada usulan pelatihan internal yang tidak tercantum dalam jadwal, maka terlebih dahulu 

harus mendapatkan persetujuan dari Ka. B2TKE. 
d. Setiap unit kerja yang melaksanakan pelatihan internal wajib membuat laporan hasil pelaksanaan. 
e. Fasilitas pelatihan internal antara lain: kelengkapan ruangan, konsumsi, dokumentasi, sertifikat 

pelatihan serta biaya - biayanya. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 17/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PELAKSANAAN PELATIHAN INTERNAL 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
Unit  kerja 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
 
Ka. Subbag TU SDM & RT 
 
 
 
Unit kerja 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Membuat nota dinas usulan pelaksanaan 
pelatihan internal  
 
 
 
- Menerima nota dinas 
- Memberikan disposisi 
 
 
 
 
- Mempelajari. 
- Mendisposisikan. 
 
 
 
 
Mempersiapkan fasilitas. 
 
 
 
- Melaksanakan Pelatihan. 
- Membuat laporan pelaksanaan pelatihan. 
 
 
 

 

Dokumen

Proses

Selesai

Mulai

Proses

Verifikasi

Ya

Tidak
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Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 18/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

1. TUJUAN 
Untuk mempermudah pengajuan angka kredit jabatan fungsional tertentu sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

2. DEFINISI 
Angka Kredit (AK) adalah suatu nilai dari butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir 
kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional tertentu dalam rangka pembinaan karir yang 
bersangkutan. 

3. KEBIJAKAN 
a. Bagi pemangku jabatan Peneliti, untuk mengajukan AK terlebih dahulu melakukan 

pendaftaran secara online ke LIPI. 
b. Pejabat fungsional tertentu, baik untuk pengajuan pertama kali atau menambah AK harus : 

i. Mengumpulkan berkas-berkas pendukung usulan yang sudah disahkan oleh pemberi 
kegiatan dan membuat rekap daftar usulan. 

ii. Menyerahkan berkas tersebut di atas kepada Subbag. TU SDM & RT 3 (tiga) minggu 
sebelum batas akhir penyerahan ke Biro SDM & O BPPT untuk penilaian AK.  

c. Penilaian periode April diserahkan ke Subbag. TU SDM & RT paling lambat minggu terakhir 
bulan Oktober. 

d. Penilaian periode Oktober diserahkan ke Subbag. TU SDM & RT paling lambat minggu 
terakhir bulan April. 

e. Untuk perawatan (maintenance) jabatan fungsional tertentu, penambahan AK dilakukan 
setiap tahun tergantung TMT jabatan. 

f. Bagi pejabat fungsional tertentu, seluruh berkas dikumpulkan dalam odner/map dengan 
warna tertentu. 

4. REFERENSI 
a. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Besar Teknologi Konversi Energi. 
b. Petunjuk teknis terkait (Peneliti, Perekayasa, Litkayasa dll) 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Check list Persyaratan Jabatan Fungsional 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Kendali Mutu 
¶ Perpustakaan 
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KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 18/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
Ka.Subbag.TU SDM & RT 
 
 
 
 
 
 
 
Biro SDM & O 
 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
Pegawai 

 
 
 
 
 
 
Mengumpulkan berkas yang sudah di setujui 
atasan masing-masing. 
 
 
- Menerima berkas. 
- Memeriksa berkas pendukung. 
- Melakukan  pendaftaran (bukan 

peneliti)/menyerahkan  bukti pendaftaran 
(peneliti). 

- Menyerahkan berkas ke Biro SDM & O 
- Monitoring. 

 
- Memproses berkas usulan pegawai. 
- Memproses penilaian PAK pegawail. 
- Menerbitkan PAK. 

 
 

- Menerima PAK dan SK dari Biro SDM & O. 
- Mendistribusikan PAK dan SK. 
 
 
 
- Menerima PAK dan SK. 
 

 

Dokumen

Selesai

Mulai

Proses

Verifikasi

Tidak

Ya

Proses
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Tahun. 
Berlaku  
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Revisi : 0 

No. Dok   : 19/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR ABSENSI 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pelaksanaan absensi pegawai agar tertib dan tercatat sesuai dengan jam kerja 
yang berlaku. 

2. DEFINISI 

Absensi merupakan data kehadiran pegawai melalui finger print yang digunakan untuk mengambil 
data absensi melalui sidik jari setiap pegawai. 

3. KEBIJAKAN 

a. Setiap pegawai wajib melakukan absen waktu datang maupun pulang di mesin absen yang telah 
disediakan (finger print). 

b. Bagi pegawai baru, yang bersangkutan harus melakukan registrasi dahulu ke petugas absensi di 
Biro SDM & O. 

c. Bagi pegawai yang melakukan absensi setelah pukul 09.00, maka harus mengisi òijin kerja lebih 
dari jam 09.00ò pada aplikasi SIDAPI (www.sidapi.bppt.go.id). Bagi yang tidak mengisi ijin 
tersebut akan dianggap tidak hadir.Bagi pegawai yang ditugaskan untuk melakukan dinas keluar 
kantor dengan atau tanpa SPPD, harus mengisi pada aplikasi SIDAPI serta dilengkapi dengan 
surat tugas dari pejabat yang berwenang. 

d. Apabila pegawai mengalami kendala pada pencatatan absensi di aplikasi SIDAPI dapat 
melaporkan masalah yang dihadapi ke Subbag. TU SDM & RT.  

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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Tahun. 
Berlaku  
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Revisi : 0 

No. Dok   : 19/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR ABSENSI 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pegawai  
 
 
 
 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
 
Biro SDM & O 
 

 
 
 
 
 
 
Melakukan absensi dengan finger print, baik 
saat datang maupun pulang. 
 
 
 
 
- Membuat rekapitukasi data absensi sebagai 

bahan pengajuan penghitungan  uang  
makan siang dan tunjangan kinerja.  

- Melakukan  koordinasi dengan Biro          
SDM & O. 

 
 
- Menerima informasi. 
- Menindaklanjuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumen

Proses

Selesai

Mulai
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No. Dok   : 20/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN CUTI BERSALIN 

1. TUJUAN 

Agar mempermudah pegawai yang akan melaksanakan cuti bersalin sesuai peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. 

2. DEFINISI 

Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada pegawai wanita untuk persalinan anak pertama, 
kedua dan ketiga. 

3. KEBIJAKAN 

a. Permohonan cuti bersalin dapat diproses untuk persalinan anak ke 1,2 dan 3, akan tetapi untuk cuti 
bersalin anak ke-3 semua tunjangan tidak diberikan.  

b. Lamanya cuti bersalin adalah 3 (tiga) bulan.  
c. Bagi pegawai yang akan cuti bersalin harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan 

melampirkan surat keterangan dokter kandungan yang berisikan perkiraan tanggal kelahiran. 
d. Pegawai yang akan menjalani cuti bersalin harus mengajukan permohonan cuti bersalin dan sudah 

harus diterima oleh Subbag. TU SDM & RT selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum 
permohonan cuti dilaksanakan. 

e. Oleh karena cuti bersalin diproses di Biro SDM & O maka catatan pertimbangan atasan langsung 
yang menanda tangani adalah Kepala B2TKE melalui prosedur jenjang hirarki yang berlaku di 
lingkungan B2TKE. 

4. REFERENSI 

a. Undang undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian. 
b. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti. 
c. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Cuti Bersalin (FR.20.00/ BU - TU SDM & RT/ 2016) 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN CUTI BERSALIN 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
Pegawai 
 
 
Ka. Bid./Ka. Bag.& 
Ka. Subbid./ 
Ka. Subbag. 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
Ka.Bag. Umum 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
Biro SDM & O 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
Pegawai 
 

 
 
 
 
Mengisi form cuti bersalin. 
 
 
Memberikan paraf pada kolom catatan/pertimbangan 
atasan langsung. 
 
 
- Memeriksa kelengkapan administrasi. 
- Memberikan paraf. 
 
 
Menandatangani. 
 
 
- Membuat draft nota dinas ke Biro SDM & O 

(pengantar). 
- Memeriksa dan memberikan paraf. 
 
Menandatangani nota dinas pengantar. 
 
 
- Mengirim notadinas beserta lampirannya ke Biro 

SDM & O BPPT untuk proses lebih lanjut. 
- Monitor permohonan cuti bersalin. 
 
Memproses cuti bersalin. 
 
 
- Mencatat pada buku cuti. 
- Mendistribusikan kepada pegawai yang 

bersangkutan. 
- Menyimpan file. 

 
Melaksanakan cuti bersalin. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai
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Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN CUTI BESAR 

1. TUJUAN 
Agar pegawai yang akan melaksanakan cuti besar dapat terlayani dengan baik. 

2. DEFINISI 
Cuti Besar  adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus minimal 
selama 6 tahun dengan lama cuti 3 bulan termasuk cuti tahunan dalam tahun tersebut.  

3. KEBIJAKAN 
a. Setiap pegawai dapat mengambil cuti besar dan dapat diproses apabila : 

i. Pegawai yang bersangkutan sudah bekerja minimal selama 6 (enam) tahun & selanjutnya dapat 
mengambil cuti besar kembali setelah bekerja selama 5 tahun. 

ii. Hak cuti tahunan pegawai yang bersangkutan belum diambil pada periode tahun yang berjalan.  
b. Apabila hak cuti tahunannya sudah diambil pada tahun yang sedang berjalan, maka hak cuti 

besarnya baru dapat diambil pada tahun berikutnya 
c. Cuti besar harus diambil secara berturut turut selama 3 (tiga) bulan.  
d. Pegawai yang akan menjalani cuti besar harus mengajukan permohonan dan diterima oleh 

Subbag. TU SDM & RT selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum permohonan cuti 
dilaksanakan dengan melampirkan fotocopy SK pengangkatan CPNS dan PNS. 

e. Cuti besar diproses di Biro SDM & O dengan catatan pertimbangan atasan langsung dan ditanda 
tangani oleh Kepala B2TKE melalui prosedur jenjang hirarki yang berlaku di lingkungan B2TKE. 

f. Setiap pegawai yang menjalankan cuti besar tidak mendapatkan hak-haknya seperti :  
i. Tunjangan Struktural (apabila menjabat struktural). 
ii. Tunjangan Fungsional (apabila menjabat fungsional). 
iii. Tunjangan Umum (apabila tidak menduduki jabatan struktural ataupun fungsional). 
iv. Tunjangan Kinerja 

4. REFERENSI 
a. Undang undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian. 
b. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti. 
c. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Cuti Besar (FR.21.00/ BU - TU SDM & RT/2016) 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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Dokumen

Verifikasi

Verifikasi

Proses

Proses

Proses

Selesai

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Proses

Proses

Proses

Mulai
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KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 21/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN CUTI BESAR 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
Pegawai  
 
 
 
Ka. Bid./Ka. Bag.& 
Ka. Subbid./Ka. 
Subbag. 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM& RT 
 
 
Ka.Bag. Umum 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 
 
Biro SDM & O 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
Pegawai 

 
 
 
Mengisi form cuti besar. 
 
 
 
- Memverifikasi. 
- Memberikan paraf pada kolom 

catatan/pertimbangan atasan langsung. 
 
 
- Memeriksa kelengkapan administrasi. 
- Membubuhkan paraf. 
 
 
- Menyetujui/tidak menyetujui. 
- Menandatangani untuk persetujuan. 
 
 
- Membuat draft nota dinas ke Biro SDM & O. 
- Memberikan paraf. 
 
 
- Menandatangani nota dinas pengantar. 
 
- Mengirim notadinas ke Biro SDM & O BPPT untuk 

proses lebih lanjut.  
- Memonitor permohonan cuti besar. 
 
Memberikan cuti besar (Pejabat yang berwenang). 
 
 
- Mencatat pada buku cuti. 
- Mendistribusikan kepada pegawai yang 

bersangkutan. 
- Menyimpan arsip. 

 
Melaksanakan cuti besar. 
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KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 22/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN CUTI ALASAN PENTING 

1. TUJUAN 

Agar mempermudah pegawai yang akan melaksanakan cuti alasan penting sesuai peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

2. DEFINISI 

Cuti alasan penting adalah cuti karena:  
i. Melangsungkan pernikahan pertama 
ii. Ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak mertua, menantu sakit keras/meninggal dunia,  
iii. Menjalankan ibadah ke luar negeri (Ibadah haji/umrah, dll). 

3. KEBIJAKAN 

a. Cuti alasan penting tidak akan mengurangi jumlah hak cuti tahunan selama alasan tersebut sesuai 

dengan ketentuan dan dilengkapi dengan surat keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. 

b. Cuti alasan penting paling lama 2 bulan. 

c. Selama menjalankan cuti alasan penting maka pegawai yang bersangkutan tidak mendapatkan 

tunjangan kinerja sebesar jumlah cuti. 

d. Cuti alasan penting diajukan dengan mengisi form dan aplikasi online SIDAPI. 

4. REFERENSI 

a. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti. 
b. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Cuti Alasan Penting (FR.22.00/ BU - TU SDM & RT/2016) 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 22/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN CUTI ALASAN PENTING 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
Pegawai  
 
 
 
 
 
Ka. Subbid./ Ka. Subbag. 
Ka. Bid./Ka.Bag. 
 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TUSDM & RT 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
Pegawai 

 
 
 
Mengisi form cuti alasan penting. 
 
 
 
 
 
- Memeriksa. 
- Menyetujui dan memberikan paraf . 
- Menandatangani pada kolom 

catatan/pertimbangan atasan langsung. 
 
 
- Memeriksa kelengkapan administrasi. 
- Memberikan paraf. 
 
 
 
 
- Memeriksa. 
- Menandatangani. 
 
 
 
- Membuat surat ijin cuti. 
- Memberikan paraf. 
 
 
 
Menandatangani surat ijin cuti. 
 
 
- Mencatat pada buku cuti. 
- Mendistribusikan kepada pegawai  yang 

bersangkutan. 
- Mengarsipkan. 

 
Melaksanakan cuti alasan penting. 
 
 

 

Dokumen

Verifikasi

Verifikasi

Proses

Proses

Selesai

Tidak

Ya

Ya

Proses

Proses

Mulai

Tidak
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Tahun. 
Berlaku  
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Revisi : 0 

No. Dok   : 23/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA 

1. TUJUAN 
Agar mempermudah pegawai yang akan melaksanakan Cuti Diluar Tanggungan Negara (CDTN) 
sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

2. DEFINISI 
CDTN adalah cuti yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun berturut-
turut dengan alasan keperluan pribadi yang penting dan mendesak. 

3. KEBIJAKAN 
a. Setiap pegawai dapat mengajukan CDTN jika telah memenuhi masa kerja minimal 5 (lima) tahun berturut-

turut. 
b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Ka.B2TKE dengan diketahui oleh atasan langsungnya selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sebelum cuti dilaksanakan. 
c. Mendapat persetujuan dari Ka. B2TKE. 
d. CDTN bukan hak sehingga atasan langsung atau Ka. B2TKE dapat menolak. 
e. CDTN diberikan selama 3 tahun dan dapat  diperpanjang untuk satu tahun berikutnya jika ada alasan penting 

untuk memperpanjangnya. 
f. Permintaan perpanjangan CDTN harus diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CDTN berakhir. 
g. Selama masa CDTN PNS tidak mendapat hak-hak seperti :  

i. Penghasilan/gaji dan tunjangan lainnya. 
ii. Kenaikan Pangkat. 

h. Masa kerja selama CDTN tidak diperhitungkan. 
i. Setelah masa CDTN habis PNS yang bersangkutan harus melapor untuk permohonan aktif kembali. Jika 

PNS yang bersangkutan tidak melapor maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dengan 
mendapatkan hak-hak kepegawaian (misal hak pensiun jika sudah berhak, taspen dll). 

j. Persetujuan CDTN dikeluarkan oleh  Badan KepegawaianNegara (BKN). 
k. Pegawai yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa CDTN maka : 

i. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali, 
ii. Apabila tidak ada lowongan, pimpinan instansi melaporkannya kepada Kepala BKN. Atas dasar 

pemberitahuan inilah pimpinan instansi memberhentikan PNS yang bersangkutan dari jabatannya. 
iii. Penempatan kembali PNS yang telah selesai CDTN dilakukan dengan surat  keputusan Pejabat yang 

berwenang memberikan cuti, setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN. 

4. REFERENSI 
a. Undang undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian. 
b. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti. 
c. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form CDTN (FR.23.00/ BU - TU SDM & RT/ 2016) 
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Revisi : 0 

No. Dok   : 23/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
Pegawai  
 
 
 
Ka. Subbid./ 
Ka. Subbag. 
Ka. Bid./Ka.Bag. 
 
Ka. Subbag.TU SDM & 
RT 
 
 
Ka. B2TKE 
 
Ka. Subbag. TU SDM & 
RT 
 

Ka. Bag. Umum 
 
 
Ka. Subbag. TU SDM & 
RT 
 
SDM & O 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
Pegawai  
 

 
 
Mengisi form CDTN dengan melampirkan 
permohonan tertulis kepada Ka. B2TKE. 
 
 
- Memverifikasi. 
- Memberikan paraf pada kolom 

catatan/pertimbangan atasan langsung. 
 
- Memeriksa kelengkapan berkas. 
- Memberikan paraf. 
- Menyetujui/tidak menyetujui. 
- Menandatangani pada kolom 

catatan/pertimbangan atasan langsung. 
 

- Membuat nota dinas ke Biro SDM & O. 
- Memberikan paraf. 
 
Menandatangani nota dinas. 
 
 
- Mengirim nota dinas ke Biro SDM & O. 
- Memonitor pengajuan CDTN. 
 

Memproses CDTN. 
 

- Mencatat pada buku cuti. 
- Mendistribusikan kepada pegawai. 
- Mengarsipkan. 

 
Melaksanakan CDTN. 
 

 

Dokumen

Verifikasi

Verifikasi

Proses

Proses

Proses

Selesai

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Proses

Proses

Proses

Mulai
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BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 24/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN CUTI SAKIT 

1. TUJUAN 
Untuk mempermudah pegawai yang melaksanakan cuti sakit agarterlayani dengan baik. 

2. DEFINISI 
Cuti Sakit  adalah cuti yang diberikan kepada pegawai yang sakit. 

3. KEBIJAKAN 
a. Sakit 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kerja, mengisi aplikasi SIDAPI.  
b. Lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja mengisi aplikasi SIDAPI dan menyerahkan 

surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta ke TU SDM & RT. 
c. Lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) tahun harus melampirkan Surat Keterangan 

Dokter/Rumah Sakit Pemerintah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 
d. Bagi pegawai yang sakit lebih dari 14  (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) tahun harus membuat 

pengajuan cuti sakit. 
e. Jangka waktu cuti dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan. 
f. Setelah berakhirnya cuti sakit sebagaimana tersebut di atas, maka kepada yang bersangkutan harus di cek 

kembali kesehatannya oleh dokter pemerintah yang ditunjuk. 
g. Berdasarkan hasil uji kesehatan tersebut apabila  yang bersangkutandinyatakan belum sembuh dari sakitnya, 

maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 
h. Bagi pegawai yang mengajukan cuti sakit harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan 

surat keterangan dokter. 
i. Oleh karena cuti sakit diproses oleh Biro SDM & O, maka catatan pertimbangan atasan langsung yang menanda 

tangani adalah Kepala B2TKE melalui prosedur jenjang hirarki yang berlaku di lingkungan B2TKE. Selanjutnya 
Biro SDM & O membuat surat pengantar untuk pengujian kesehatan ke dokter/Rumah Sakit dimana pegawai 
tersebut berobat. 

j. Setelah surat keterangan hasil uji kesehatan didapat, kemudian dibuatkan surat ijin cuti sesuai dengan 
rekomendasi yang ada pada hasil uji kesehatan dari dokter/rumah sakit tersebut. 

4. REFERENSI 
a. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti. 
b. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Cuti Sakit (FR.24.00/ BU - TU SDM & RT/2016) 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer  Mutu 

¶ Perpustakaan 
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Tahun. 
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Revisi : 0 

No. Dok   : 24/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN CUTI SAKIT 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
Ka. Subbid./Ka. Subbag. & 
Ka. Bid. /Ka. Bag. 
 
 
Ka. Subbag. TU SDM & 
 RT 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka. Subbag.TU SDM & RT 
 
 
 
Ka. Bag. Umum  
 
 
 
Ka. Subbag.TU SDM & RT 
 
 
 
Biro SDM & O 
 
 
 
Ka. Subbag.TU SDM & RT 
 
 
 
Pegawai 

 
 
 
 
Mengisi form cuti sakit di atas 14 hari. 
 
 
 
 
Memberikan paraf pada kolom 
catatan/pertimbangan atasan langsung. 
 
 
- Memeriksa kelengkapan berkas. 
- Memberikan paraf. 
 
 
Menandatangani persetujuan. 
 
- Membuat draft nota dinas ke Biro SDM & O 

(pengantar) yg di tanda tangani oleh Ka. Bag. 
Umum. 

- Memeriksa dan memberikan paraf. 
 
Menandatangani nota dinas pengantar. 
 
 
- Mengirim nota dinas beserta lampirannya 

(permohonan cuti sakit) ke Biro SDM & O 
(BPPT) untuk proses lebih lanjut. 

- Memonitor permohonan cuti sakit. 
 
Memberikan cuti sakit (Pejabat yang berwenang). 
 
 
- Mencatat pada buku cuti. 
- Mendistribusikan kepada pegawai yang 

bersangkutan. 
- Mengarsipkan. 
 
Cuti sakit. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai



49 
 

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 
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Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 25/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT 

1. TUJUAN 

Agar mempermudah proses kenaikan pangkat pegawai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 
berlaku. 

2. DEFINISI 
Kenaikan Pangkat (KP) adalah suatu proses perubahan status kepangkatan dari pangkat yang lebih 
rendah ke pangkat yang lebih tinggi. 
 

3. KEBIJAKAN 
a. KP terdiri dari: reguler, pilihan dan istimewa. 
b. Bagi pegawai yang akan naik pangkat harus mengumpulkan kelengkapan berkas yang 

dipersyaratkan ke Subbag. TU SDM & RT paling lambat  2 (dua) minggu sebelum batas akhir 
penyerahan berkas KP ke Biro SDM&O. 

c. Untuk kenaikan pangkat pegawai diperlukan rekomendasi dari atasan langsung. 
 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
Biro SDM & O 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
Ka. Bid./Ka. Bag.& Ka. 
Subbid. /Ka. Subbag. 
 
 
 
Pegawai  
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
 
Biro SDM & O 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
Pegawai  
 

 
 
 
Mengirim data pegawai yang akan naik pangkat. 
 
 
 
Mempelajari dan disposisi ke Ka. Bag. Umum. 
 
 
 
Mempelajari dan disposisi. 
 
- Memeriksa data KP. 
- Membuat nota dinas ke unit kerja di B2TKE. 
 
-  Menandatangani nota dinas. 
-  Mendistribusikan. 
 
- Mempelajari data dan membuat rekomendasi. 
- Menginformasikan kepada pegawai yang 

bersangkutan. 
 
 
- Melengkapi berkas persyaratan KP. 
- Menyerahkan ke Subbag. TU SDM & RT. 

 
- Memeriksa berkas. 
- Menyiapkan nota dinas pengantar yang ditanda 

tangani Ka. B2TKE ke Biro SDM & O. 
- Mengirim berkas Ke Biro SDM & O. 
- Memonitor.  

 
Memproses KP. 
 
- Menerima SK KP. 
- Mengarsipkan dan memperbarui data pegawai. 
- Mendistribusikan kepada pegawai yang 

bersangkutan. 
 
Menerima SK KP. 
 

 

Mulai

Dokumen

Verifikasi

Proses

Selesai

Tidak

Ya

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Verifikasi

Ya

Tidak

Proses
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BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
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: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 26/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

2. DEFINISI 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) adalah penilaian yang diberikan oleh atasan yang bertujuan 
untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS dan 
dilaksanakan dalam kurun waktu setahun sekali. 

3. KEBIJAKAN 

a. Pejabat Penilai adalah atasan dari pegawai yang akan dinilai. 
b. Pejabat Penilai membuat penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS pada akhir tahun 

kegiatan. 
c. Berdasarkan data dari penilaian capaian SKP, Pejabat penilai membuat penilaian prestasi kerja 

PNS.  

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
FormPPKP 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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Revisi : 0 

No. Dok   : 26/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
Biro SDM & O 
 
 
 
 
Pejabat Penilai 
 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
Pejabat Penilai 
 
 
 
 
Atasan Pejabat Penilai 
 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM & RT 

 
 
 
 
Mengirim berkas penilaian prestasi kerja 
melalaui aplikasi on - line. 
 
 
 
- Membuat penilaian capaian SKP. 
- Menanda tangani penilaian capaian SKP 

pada kolom Pejabat Penilai. 
- Membuat penilaian prestasi kerja. 
 

 
Mempelajari dan menanda tangani. 
 
 
 
 

Menanda tangani. 
 
 
 
 
Menanda tangani. 
 
 
 
Menerima dan mengarsipkan PPKP. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Proses

Proses
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Hal :1 dari 2 

PROSEDUR PEMBAYARAN INSENTIF DAN UANG TRANSPORTASI PENGEMUDI 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pembayaran insentif dan uang transportasi pengemudi. 

2. DEFINISI 

Insentif dan Uang Transportasi Pengemudi adalah kompensasi yang diberikan kepada pengemudi 
antar jemput pegawai dan pengemudi Ka. B2TKE.  

3. KEBIJAKAN 

a. Setiap pengemudi antar jemput pegawai dan pengemudi Ka. B2TKE melakukan absensi dengan 
finger print, baik saat datang maupun pulang. 

b. Uang transportasi diberikan kepada pengemudi apabila yang bersangkutan datang minimal satu 
jam lebih awal dan pulang satu jam lebih lambat dari jam kerja yang ditentukan. 

c. Insentif diberikan kepada pengemudi apabila yang bersangkutan mempunyai kelebihan jam kerja 
sesuai dengan jam kerja yang ditentukan. 

d. Besaran yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
e. Maksimal kelebihan jam kerja yang dibayarkan sebesar 60 jam/bulan. 
f. Setiap awal bulan Subbag. TU SDM & RT membuat daftar pengajuan insentif dan uang 

transportasi bagi pengemudi antar jemput pegawai dan pengemudi Ka. B2TKE untuk bulan 
sebelumnya. 

g. Ka. Bag. Umum memberikan tembusan kepada Ka. Subbag. Pro. & Keu. 

4. REFERENSI 

a. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 

b. Standar Biaya Umum Kementrian Keuangan. 

 
5. DAFTAR DOKUMEN 

- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer  Mutu 

¶ Perpustakaan 
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Proses

Proses

Verifikasi

Proses

Selesai

Proses

Tidak

Ya

Mulai

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 27/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PEMBAYARAN INSENTIF DAN UANG TRANSPORTASI PENGEMUDI 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
Pengemudi  
 
 
 
 
 
 
Ka. Subbag.  
TU SDM  & RT 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
 
PPK 
 
 
 
 
 
Bendahara 
Pengeluaran 
 
 
 
 
Pengemudi 

 
 
 
 
Melakukan absensi.  
 
 
 
 
 
- Melegalisasi absensi. 
- Membuat daftar pengajuan insentif dan 

uang transportasi. 
- Membuat draft nota dinas. 
 
 
 
Menandatangani nota dinas. 
 
 
 
 
 
Memeriksa dan disposisi. 
 
 
 
 
 
Memproses pembayaran. 
 
 
 
 
 
Menerima Insentif dan uang transportasi. 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 28/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN UANG MAKAN 

1. TUJUAN 

Agar memudahkan pegawai yang masuk bekerja menerima uang makan sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku. 

2. DEFINISI 

Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada setiap pegawai sesuai dengan data absensi. 

3. KEBIJAKAN 

a. Setiap pegawai wajib melakukan absen waktu datang maupun pulang di mesin absen yang telah 
disediakan (finger print). 

b. Bagi pegawai yang tidak melakukan absensi waktu datang dan pulang tanpa mengikuti prosedur 
yang berlaku tidak diberikan uang makan. 

c. Bagi pegawai yang tidak melakukan absensi waktu datang danatau pulang namun melaksanakan 
tugas tanpa SPPD tetap diberikan uang makan. 

d. Bagi pegawai baru, yang bersangkutan harus melakukan registrasi  absensi. 
e. Setiap tanggal 5 bulan berikutnya petugas membuat rekap kehadiran pegawai berdasarkan data 

absensi untuk proses penggantian uang makan. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 

 



56 
 

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 28/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN UANG MAKAN SIANG 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
Pegawai  
 
 
 
 
Ka.Subbag. 
TU SDM  & RT 
 
 
 
 
Ka. Subbag. 
Pro. & Keu. 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
PPK 
 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 

 
 
 
 
 
Melakukan absensi dengan finger print. 
 
 
 
 
- Mengunduh rekapitulasi data dari 

aplikasi SIDAPI. 
- Menyusun daftar pengajuan. 
- Mengirim daftar uang makan. 

 
 

Menyiapkan berkas pengajuan. 
 
 
 
 
 
- Memeriksa. 
- Menyetujui dan disposisi. 
 
 
 
- Menandatangani pengajuan. 
- Mengirim data ke kantor Pelayanan 

Pembendaharaan Negara (KPPN). 
 
 
 
Menerima uang makan. 

 
 
 
 

 
 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Proses

Verifikasi

Tidak

Ya
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 29/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR PELAPORAN  ANAK YANG MASIH SEKOLAH DAN BERUSIA DI ATAS 21 
TAHUNUNTUK MENDAPATKAN TUNJANGAN 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah anak pegawai yang berusia di atas 21 tahun dan masih melanjutkan pendidikan 
agar dapat memperoleh  tunjangan. 

2. DEFINISI 

Tunjangan anak merupakan tunjangan yang diberikan oleh negara kepada anak pegawai sampai 
dengan usia 21 tahun kecuali masih sekolah. 

3. KEBIJAKAN 

a. Setiap pegawai yang mempunyai anak yang  masih melanjutkan studi dan telah memasuki usia 21 
tahun harus menyerahkan surat keterangan dari institusi pendidikan terkait. 

b. Batas usia untuk tunjangan anak adalah maksimal 25 tahun dan pelaporan dilakukan setiap tahun. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 29/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PELAPORAN  ANAK YANG MASIH SEKOLAH DAN BERUSIA DI ATAS 21 
TAHUN UNTUK MENDAPATKAN TUNJANGAN 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
Ka.Subbag. 
Prog.& Keu. 
 
 
 
Ka. Subbag.TU SDM  
& RT 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
Ka. Subbag. TU SDM  
& RT 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
Biro SDM & O 
 
 
 
 
Pegawai 
 

 
 
 
 
Memberikan nota dinas. 
 

 
 
 

Memverifikasi dan distribusi. 
 
 
 
 

- Menyerahkan surat keterangandari 
institusi terkait. 

- Mengirim ke Subbag. TU SDM & RT. 
 
 
 
- Memeriksa kelengkapan berkas. 
- Membuat nota dinas ke Biro SDM & O. 
 
 
 
 
- Menandatangani notadinas. 
- Mengirim ke Biro SDM & O. 
 
 
 
Proses. 
 
 
 
 
Mendapatkan tunjangan 

 

Dokumen

Verifikasi

Proses

Proses

Proses

Proses

Selesai

Ya

Tidak

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 30/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN ASURANSI PEKERJAAN BERESIKO TINGGI 

1. TUJUAN 

Agar mempermudah pegawai yang melakukan pekerjaan beresiko tinggi mendapatkan asuransi 
kecelakaan. 

2. DEFINISI 

Kegiatan yang beresiko tinggi adalah kegiatan yang berpotensi terjadinya kecelakaan pada pegawai 
yang melakukan pekerjaan. 

3. KEBIJAKAN 

a. Asuransi kecelakaan dilakukan berdasarkan kegiatan dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam 
kontrak kerja. 

b. Asuransi kecelakaan dilakukan selama pegawai melakukan pekerjaan tersebut (yang berpotensi 
terjadinya kecelakaan). 

c. Asuransi kecelakaan diperuntukan bagi pegawai sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan 
(POK) yang telah dibuat. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 30/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN ASURANSI PEKERJAAN BERESIKO TINGGI 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
Ka. Bid./ Ka. Bag. 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
Ka. Subbag. Prog.& 
Keu. 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM  & RT 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Perusahaan 
Asuransi 
 
 
 
PPK  
 
 
 
Perusahaan 
Asuransi 
 
Ka. Subbag TU 
SDM & RT 

 
 
 
 
Mengajukan nota dinas. 
 
 
Mempelajari dan disposisi. 
 
- Menyediakan kesesuaian anggaran dengan 

POK. 
- Melakukan koordinasi dengan Ka.Subbag. 

TU SDM & RT. 
 
- Mengusulkan penyedia jasa asuransi. 
- Membuat draft surat pengajuan kepada 

Perusahaan Asuransi. 
- Membuat draft nota dinas kepada PPK. 
 
Menyetujui nota dinas dan surat pengajuan. 
 
 
 
Menerima dan Menyetujui. 
 
 
 
- Memeriksa pengajuan. 
- Menyetujui dan melakukan proses 

pengadaan asuransi. 
(SOP No. 40/BU ð SDMRT/2016) 

 
Menerbitkan polis. 
 
 
Menerima polis. 

 

Dokumen

Verifikasi

Proses

Proses

Verifikasi

Proses

Selesai

Ya

Tidak

Tidak

Mulai

Proses

Proses

Ya
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 31/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEGIATAN BERESIKO TINGGI 

1. TUJUAN 

Agar memudahkan pengajuan klaim asuransi kegiatan beresiko tinggi. 

2. DEFINISI 

Klaim Asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan 
pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. 

3. KEBIJAKAN 

Kelebihan biaya pertanggungan klaim asuransi menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 31/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEGIATAN BERESIKO TINGGI 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
Ka. Subbag TU 
SDM  & RT 
 
 
 
 
Ka. Bag.Umum 
 
 
 
 
 
Perusahaan 
Asuransi 
 
 
 
 
Pegawai 
 

 
 
 
 
 
Menyerahkan berkas/berita acara/data dukung. 
 
 
 
 
- Menerima kelengkapan berkas . 
- Mengisi form pengajuan klaim. 
-  Membuat nota dinas. 
 
 
 
Menandatangani. 
 
 
 
 
 
Proses klaim & pembayaran. 
 
 
 
 
 
Menerima pembayaran. 
 
 
 

 

Proses

Proses

Proses

Selesai

Dokumen

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 32/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR KLAIM UANG DUKA&JAMINAN HARI TUA DARI PT.TASPEN INDONESIA 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah klaim uang duka dan Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT. Taspen Indonesia sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

2. DEFINISI 

Klaim Uang Duka adalah tata cara untuk mendapatkan santunan dari pemerintah kepada 
keluarga/ahli waris penerima pensiun untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh 
penerima pensiun. 

3. KEBIJAKAN 

Klaim uang duka dan JHT dari PT. Taspen Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen : 
i. Form daftar pernyataan klaim meninggal dunia. 
ii. Salinan surat keterangan kematian dari dokter yang telah dilegalisir. 
iii. Salinan surat keterangan kematian dan pemakaman dari Kelurahan yang telah dilegalisir. 
iv. Rekening ahli waris/pemohon. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 32/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR KLAIM UANG DUKA&JAMINAN HARI TUA DARI PT. TASPEN INDONESIA 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
Ahli Waris/ 
Pemohon 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM  & RT 
 
 
 
 
Ka. Bag.Umum 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Ka. Subbag.TUSDM 
& RT 
 
 
 
PT. Taspen 
Indonesia 
 
 
Ahli Waris/ 
Pemohon 

 
 
 
 
Menyerahkan dokumen. 
 
 
 
 
- Menerima kelengkapan berkas. 
- Mengisi form daftar pernyataan klaim 

meninggal dunia. 
- Membuat surat klaim. 
 
 
Memberikan paraf. 
 
 
 
 
Menandatangani. 
 
 
 
- Menyerahkan berkas. 
- Memonitor. 
 
 
 
Memproses klaim & pembayaran. 
 
 
 
Menerima uang duka & JHT. 
 
 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 33/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENERBITAN SURAT TUGAS 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pegawai memperoleh pengesahan formal terhadap tugas yang harus 

dilaksanakan. 

2. DEFINISI 

Surat Tugas adalah surat yang dikeluarkan oleh Ka. B2TKE yang ditujukan kepada pegawai untuk 
melaksanakan suatu tugas tertentu. 

3. KEBIJAKAN 

a. Pengajuan surat tugas dilengkapi dengan data dukung terkait. 
b. Surat tugas diterbitkan sebelum melakukan kegiatan. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 33/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENERBITAN SURAT TUGAS 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
Ka. Bidang/ 
Bagian 
 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
 
Ka. Subbag TU SDM  
& RT 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 

 
 
 
 
- Mengajukan nota dinas. 
- Memberikan data dukung. 
 
 
 
 
 
Memeriksa & disposisi. 
 
 
 
 
 
Membuat surat tugas. 
 
 
 
 
 
Memberikan paraf. 
 
 
 
 
 
 
Menandatangani surat tugas. 
 
 
 
 
- Melaksanakan tugas. 
- Membuat laporan. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Verifikasi

Proses

Tidak Ya
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 34/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERIYANG DIBIAYAI DIPA 
B2TKE 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai DIPA B2TKE sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

2. DEFINISI 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang Dibiayai DIPA B2TKE adalah perjalanan dinas yang biayanya 
ditanggung oleh B2TKE. 

3. KEBIJAKAN 

a. Semua pengajuan perjalanan dinas berdasarkan surat tugas yang telah diterbitkan. 
b. Semua kegiatan perjalanan dinas harus melalui Ka. Bid./Bag.terkait. 
c. Berkas dan laporan SPD diserahkan kepada PPK paling lambat lima hari kerja setelah perjalanan 

dinas. 
d. TU SDM & RT berkoordinasi dengan Prog.& Keu. 
e. Berkas pertanggungjawaban berupa bukti tiket, kwitansi hotel dan lainnya sesuai dengan peraturan 

perundangan perjalanan dinas yang berlaku. 
 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 34/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERIYANG DIBIAYAI DIPA 
B2TKE 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
Ka. Bid./Bag. 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
Ka. Subbag.TU SDM  
& RT 
 
 
 
Ka. Subbag  
Pro.& Keu. 
 
 
 
PPK 
 
 
 
 
 
Bendahara 
 
 
 
Pegawai 
 

 
 
 
 
Mengajukan usulan perjalanan dinas. 
 
 
 
 
- Menerima nota dinas. 
- Disposisi. 
 
 
 
Menyiapkan berkas SPD. 

 
 
 
 

Memeriksa kesesuain anggaran. 
 
 
 

 
- Memeriksa. 
- Menandatangani berkas SPD. 

 
 
 
 

Melaksanakan pembayaran SPD. 
 
 
 

- - Melakukan perjalanan dinas. 
- Membuat  laporan perjalanan dinas. 
 

 

Dokumen 

Proses 

Proses 

Selesai 

Mulai 

Proses 

Verifikasi 

Proses 

Tidak 

Ya 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 35/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN BIAYA OPERASIONAL DINASKE JAKARTA DAN TANGERANG 

1. TUJUAN 

Agar memudahkan pegawai yang akan melakukan tugas ke Jakarta atau Tangerang untuk 

mendapatkan penggantian biaya operasional. 

2. DEFINISI 

Biaya operasionalke Jakarta atau Tangerang adalah biaya operasionalyang diberikan kepada 
pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan ke wilayah Jakarta atau Tangerang. 

3. KEBIJAKAN 

a. Pegawai yang berhak mendapatkan biaya operasional adalah pegawai yang ditugaskan oleh 
atasan langsung yang diketahui oleh pejabat Eselon III di unit kerjanya untuk melaksanakan tugas 
kedinasan dan perjalanan yang sudah direncanakan dalam petunjuk operasional kegiatan jasa 
teknologi konversi energi/PNBP. 

b. Untuk mendapatkan biaya operasional, berdasarkan surat tugas dengan persetujuan Ka. 
Bid./Bag.dan Ka. Bag Umum. 

c. Biaya operasional terdiri dari biaya transport dan lumpsum yang besarannya ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

 
4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE. 

¶ Ka. Bidang / Bagian. 

¶ Manajer Mutu. 

¶ Perpustakaan. 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 35/BU ς SDMRT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN BIAYA OPERASIONAL DINAS KE JAKARTA DAN TANGERANG 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
Ka.Bid./Bag. 
 
 
 
 
 
Ka.Bag. Umum 
 
 
 
 
Ka.Subbag. TU SDM  
& RT 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& 
Keu. 
 
 
 
 
PPK 
 
 
 
Bendahara 
 
 
 
 
Pegawai 

 
 
 
 
 
Membuat surat tugas. 
 
 
 
 
 
Mempelajari dan menandatangani surat 
tugas. 
 
 
 
Menyiapkan daftar pembayaran.  
 
 
 
- Menyiapkan anggaran. 
- Mengusulkan pembayaran. 
 
 
 
 
Menyetujui. 
 
 
 
Melakukan pembayaran. 
 
 
 
 
- Menerima pembayaran biaya operasional. 
- Melakukan perjalanan dinas. 

 
 

Dokumen

Proses

Selesai

Mulai

Proses

Proses

Proses

Verifikasi

Tidak

Ya
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 36/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN HAK PENSIUN PEGAWAI B2TKE 

1. TUJUAN 

Agar memudahkan  pegawai dalam mengajukan hak pensiun. 

2. DEFINISI 

Pensiun adalah hak dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengabdikan dirinya secara 
penuh kepada negara serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diakui dalam 
peraturan kepegawaian tentang batas usia pensiun bagi PNS. 

3. KEBIJAKAN 

Pegawai yang akan pensiun harus melengkapi dokumen sebagai berikut : 
i. Formulir daftar susunan keluarga yang di sahkan oleh kelurahan pegawai yang bersangkutan. 
ii. Foto kopi kartu keluarga (KK) dan KTP. 
iii. Foto kopi petikan SK CPNS, PNS dan pangkat golongan ruang terakhir. 
iv. Foto kopi karpeg. 
v. Foto kopi akta nikah dan akte kelahiran anak. 
vi. Pas photo terbaru 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar. 
vii. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 
viii. Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir 

 
4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 36/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN HAK PENSIUN PEGAWAI B2TKE 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
Biro SDM & O 
 
 
 
 
 
 
PNS 
 
 
 
 
 
TU SDM & RT 
 
 
 
 
 
 
Biro SDM & O 
 
 
 

 
 
 
 
 
Suratpemberitahuan kepada PNS yang 
telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). 
 
 
 
 
 
PNS melengkapi data untuk proses SK 
Pensiun. 
 
 
 
 
- Menerima & memeriksa kelengkapan 

berkas. 
- Menyerahkan berkas. 
 
 
 
 
Melanjutkan proses ke BKN. 

 
 
 

 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 37/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEPENTINGAN DINAS 

1. TUJUAN 

Untuk memudahkan pemakaian kendaraan dinas secara efisien dan efektif sesuai dengan kegiatan 
dinas yang akan dilaksanakan. 

2. DEFINISI 

Kendaraan Dinas adalah Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan bermotor untuk dipergunakan 

dalam kepentingan dinas. 

3. KEBIJAKAN 

a. Kendaraan dinas dikelola oleh Subbag. TU SDM & RT. 
b. Kendaraan dinas hanya dapat digunakan untuk daerah JABODETABEK & Serang. 
c. Kerusakan yang terjadi pada saat kepentingan dinas menjadi tanggungjawab B2TKE yang 

dilengkapi dengan berita acara. 
d. Persetujuan penggunaan kendaraan dinas akan ditentukan secara prioritas oleh Subbag. TU SDM 

& RT,  mengingat jumlah kendaraan yang terbatas. 
e. Ketentuan prioritas adalah sbb: 

i. Waktu pengajuan berdasarkan catatan yang ada. 
ii. Berdasarkan kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

f. Untuk Ka. Bidang tidak perlu meminta persetujuan Ka. B2TKE cukup persetujuan Ka. Bag. Umum. 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Peminjaman Kendaraan (FR.37.00/ BU - TU SDM & RT/2016) 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE. 
¶ Ka. Bidang / Bagian. 
¶ Manajer Mutu. 
¶ Perpustakaan. 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 37/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEPENTINGAN DINAS 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 

 

 

Pegawai 
 
 
 
 
 
 
Ka. Bid./Bag./ 
Ka. Subbid./Bag. 
 
 
 
 
 
Ka. Subbag. TU 
SDM & RT 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
 
 
Ka. Subbag. TU 
SDM & RT 

 

 

 

Mengisi form peminjaman kendaraan dinas. 
 
 
 
 
 
 
Memberikan persetujuan. 
 
 

 
 
 
 
- Mencatat dalam buku peminjaman. 
- Memeriksa ketersediaan kendaraan. 
- Menyerahkan kunci dan STNK. 
 
 
 
- Menerima dan memeriksa kendaraan. 
- Menggunakan kendaraan. 
- Menyerahkan kembali ke Subbag. TU SDM & 

RT. 
 
 
 
- Menerima kunci dan STNK. 
- Melakukan pemeriksaan kendaraan. 

 

 

Dokumen

Proses

Selesai

Proses

Proses

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 38/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGELUARAN BARANG 

1. TUJUAN 

Untuk memudahkan proses pengeluaran barang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 
berlaku. 

2. DEFINISI 

Barang yang dimaksud adalah alat, mesin serta barang uji. 

3. KEBIJAKAN 

a. Pengeluaran barang dari B2TKE dikelola oleh Subbag. TU SDM & RT. 
b. Jenis barang keluar yang akan dicatat oleh Subbag. TU SDM & RT adalah Barang Milik Negara 

(BMN) dan barang milik pihak ketiga. 
c. Barang yang akan dikeluarkan unit kerja harus menyebutkan informasi diantaranya : 

i. Status kepemilikan barang. 
ii. Jenis barang/spesifikasi. 
iii. Jumlah unit barang. 
iv. Instansi yang dituju. 
v. Waktu pengiriman. 
vi. Jenis & No. Kendaraan Pengangkut. 

d. Khusus untuk barang uji milik pelanggan mengacu SOP No.19/ LANJASTEK ï LANJAS/2016. 

4. REFERENSI 

a. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 

b. Panduan Mutu B2TKE. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Pengeluaran barang (FR.38.00/ BU - TU SDM & RT/2016) 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 38/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGELUARAN BARANG 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kepala Lab./  
Ka. Bid./Bag. 
 
 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
 
Ka. Subbag TU SDM 
& RT 
 
 
 
 
 
 
Ka. Bid./Bag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Membuat nota dinas. 

 
 
 
 
 
 
 
Mempelajari dan disposisi. 

 
 
 
 

- Memeriksa barang (spesifikasi dan 
jumlah barang). 

- Membuat surat keterangan 
pengeluaran barang yang ditujukan 
kepada Ka. Satpam Puspiptek dengan 
tembusan Satpam B2TKE. 

 
 
 

Mengeluarkan barang. 

 

Dokumen

Selesai

Proses

Proses

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 39/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR PENANGANAN KEHILANGAN BARANG 

1. TUJUAN 

Untuk memastikan bahwa barang yang hilang dapat segera diproses sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

2. DEFINISI 

Barang yang dimaksud adalah barang inventaris milik negara yang dikuasakan kepada B2TKE. 

3. KEBIJAKAN 

a. Setiap barang yang hilang harus dilengkapi dengan dokumen dari kepolisian. 
b. Penanganan kehilangan barang dikoordinir oleh Subbag. TU SDM & RT. 
c. Setiap barang yang kejadian hilangnya di lingkungan B2TKE/kawasan PUSPIPTEK harus segera 

dilaporkan ke Ka. Bag. Umum dan pihak PUSPIPTEK. 
d. Tempat Kejadian Perkara (TKP)  tidak boleh dirubah sebelum ditangani oleh petugas yang 

berwajib. 
e. Untuk barang yang hilang di luar lingkungan B2TKE, harus dilaporkan kepada atasan langsung 

dan Ka. Bag. Umum dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian. 
f. Ka. Subbag. TU SDM & RT mendampingi pihak Puspiptek dan Kepolisian dalam olah TKP. 

 
4. REFERENSI 

a. UU No. 1 Tahun 2004. 
b. Perpres. 54/2010. 
c. SK Ka. BPPT tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR). 
d. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 39/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENANGANAN KEHILANGAN BARANG 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
Pegawai  
 
 
 
Ka. Subbid./Subbag./ 
Ka. Bid./Bag. 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Puspiptek/ Kepolisian 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Tim TGR BPPT 

 
 
 
 
Membuat laporan kepada atasan langsung. 
 
 
 
Membuat nota dinas. 
 
 
 
Disposisi. 
 
 
- Mempelajari. 
- Disposisi. 

 
- Mencatat  di daftar  inventaris barang. 
- Memeriksa TKP. 
- Membuat surat ke Puspiptek & 

kepolisian. 
 

Menyetujui. 
 
 

Menandatangai surat. 
 
 
- Proses pemeriksaan TKP. 
- Membuat suratkehilangan. 
 
 
- Menerima surat kehilangan. 
- Mengajukan surat  untuk Tuntutan Ganti 

Rugi (TGR). 
 
Memproses besarnya ganti rugi. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 40/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA 

1. TUJUAN 

Agar memudahkan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. DEFINISI 

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/ 
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan 
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 

Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah 

jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa, sedangkan jasa 

adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa yang termasuk jasa konsultasi, pemborongan, 

pemasokan barang. 

3. KEBIJAKAN 

a. Pengusulan yang sudah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat diusulkan 
langsung ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

b. Pengusulan yang belum ada dalam PO/SPK/Kontrak/RKAKL di atas Rp. 5.000.000,- harus ada 
persetujuan KPA. 

c. Setiap unit kerja yang akan mengusulkan untuk pengadaan barang/jasa harus membuat nota 
dinas ke Ka.Bag.Umum yang diparaf oleh Ka. Subbid./ Ka. Subbag. dan ditandatangani oleh 
pejabat Ka. Bid./ Ka. Bag. 

d. Pengusulan barang/jasa harus menjelaskan spesifikasi barang/jasa dimaksud. 
 

4. REFERENSI 
a. Perpres No. 54 Tahun 2010. 
b. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 
c. Panduan ISO/IEC 17025:2008. 
d. Panduan Mutu PM-001/B2TKE/2016. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 40/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
Ka. Bid./Bag. 
 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
PPK 
 
 
 
 
Pejabat Pengadaan 
 
 
 
 
PPK 
 
 
 
 
Panitia Penerima Hasil 
Pekerjaan (PPHP) 
 
 
 
Ka. Subbid/  
Ka. Subbag/ 
Ka. Bid. 

 
 
 
 
 
 
Membuat nota dinas. 
 
 
 
 
 
Memeriksa  & disposisi. 
 
 
 
 
- Memverifikasi. 
- Disposisi. 
 
 
 
- Menentukan penyedia barang/ jasa. 
- Membuat surat hasil pemilihan penyedia 

barang/ jasa. 
 
 
- Menandatangani surat hasil pemilihan 

penyedia barang/ jasa. 
- Menyediakan barang/ jasa. 
 
 
- Menerima barang/jasa. 
- Mencatat. 
- Menyerahkan dan membuat Berita Acara 

Serah Terima (BAST). 
 
 
Menerima & Menandatangani BAST. 
 

 

Dokumen

Mulai

Proses

Selesai

Proses

Proses

Verifikasi

Verifikasi

Ya

Ya

Tidak

Tidak
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 41/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pengelolaan barang persediaan sehingga tercatat dengan tertib. 

2. DEFINISI 

Barang Persediaan adalah barang yang habis terpakai dalam periode setahun. 

3. KEBIJAKAN 

a. Pengajuan barang persediaan dilakukan dengan mengisi form permohonan barang yang dilakukan 
oleh sekertariat bidang/bagian terkait. 

b. Petugas pengelola persediaan barangbertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, 
mendistribusikan dan mengatur/mengendalikan persediaan barang yang dikoordinir oleh Ka. 
Subbag. TU SDM & RT 

c. Pencatatan pemasukan barang persediaan berdasarkan dokumen SPK/Kontrak pengadaan 
barang. 

d. Pencatatan pengeluaran barang persediaan dari gudang berdasarkan permintaan dari unit yang 
membutuhkan. 

 
4. REFERENSI 

a. Perpres No. 54 Tahun 2010. 
b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER - 40/PB/2006. 
c. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Pengambilan ATK. 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer  Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 41/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
Ka. Subbid./ 
Ka. Subbag./ 
Ka. Bid./ Bag. 
 
 
 
 
Ka.Subbag. TU SDM & 
RT  
 
 
 
 
 
Ka. Subbid./ 
Ka. Subbag./ 
Ka. Bid./ Bag. 
 

 
 
 
 
 
 
Mengajukan permohonan. 

 
 
 

 
- Menyetujui permohonan.  
- Memeriksa daftar pengajuan. 
- Memeriksa ketersedian barang. 
- Mencatat permintaan barang pada buku 

transaksi/log book. 
- Menyerahkan barang. 

 
 

 
 
Menerima barang persediaan. 

 

Proses

Dokumen

Mulai

Selesai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 42/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR KERJA PADA HARI LIBUR 

1. TUJUAN 

Untuk memudahkan pegawai yang akan bekerja pada hari libur sehingga dapat melaksanakan 
pekerjaanya dan faktor keamanan kantor diluar jam kerjatetap terjaga. 

2. DEFINISI 

Kerja pada hari libur adalah kerja pegawai diluar hari kerja untuk melakukan tugas kedinasan. 

3. KEBIJAKAN 

a. Setiap pegawai yang bekerja pada hari libur harus di lengkapi dengan surat tugas. 
b. Akses keluar dan masuk ruang kerja dikelola oleh Satpam yang bekerja di lingkungan B2TKE 

dibawah koordinasi Ka.Subbag TU SDM & RT. 
 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 42/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR KERJA PADA HARI LIBUR 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
Ka. Subbid./ 
Ka. Subbag./ 
Ka. Bid./ Bag 
 
 
 
Ka. Bag. Umum. 
 
 
 
 
Ka. Subbag. TU SDM 
& RT 
 
 
 
Anggota Satpam 
 
 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
 
Anggota Satpam 
 
 

 
 
 
 
 
- Membuat surat tugas pada hari libur. 
- Membuat nota dinas. 
 
 
 
 
Disposisi. 

 
 
 
 

Disposisi. 
 
 
 

 
- Mencatat pegawai yang bekerja dihari 

libur. 
- Menyampaikan tembusan nota dinas ke 

pihak keamanan puspiptek. 
 
 
 
Melaksanakan kegiatan di hari libur. 
 
 
 
 
 
Mencatat dan membuat laporan.  
 
 
 
 

 

Proses

Dokumen

Mulai

Selesai

Proses

Proses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 43/BU ς SDM&RT/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGGUNAAN FASILITAS WORKSHOP 

 
1. TUJUAN 

Untuk memudahkan penggunaan fasilitas workshop sesuai dengan jadwal dan standard keselamatan 
kerja. 

2. DEFINISI 
Penggunaan Fasilitas Workshop adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan 
peralatan/ mesin yang ada di Workshop. 

3. KEBIJAKAN 
a. Setiap pengguna workshop harus mengutamakan prosedur keselamatan kerja. 
b. Ka. Subbag. TU SDM & RT bertanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas workshop.  
 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 43/BU ς SDM&RT/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR PENGGUNAAN FASILITAS WORKSHOP 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
Pegawai  
 
 
 
 
 
 
Ka. Bid./ 
Ka. Subbag. 
 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum  
 
 
 
 
 
Ka. Subbag. TU SDM 
& RT 
 
 
 
 
Pegawai 
 

 
 
 
 
 
Mengajukan permohonan. 
 
 
 
 
 
 
Membuat nota dinas. 
 
 

 
 
 
 

Disposisi. 
 
 
 
 
 
Memproses. 
 
 
 
 

 
Menerima hasil pekerjaan/menggunakan 
fasilitas workshop. 

 

 

Dokumen

Mulai

Selesai

Proses

Proses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 01/BU ς PROKEU/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR VERIFIKASI BERKAS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 

 
1. TUJUAN 

Untuk memudahkan pelaksanaan verifikasi berkas pertanggungjawaban keuangan. 

2. DEFINISI 
Verifikasi Berkas Pertanggungjawaban Keuangan merupakan proses pemeriksaaan kelengkapan dan 
kebenarannya. 

3. KEBIJAKAN 
a. Verifikasi  berkas pertanggungjawaban keuangan meliputi seluruh dokumen keuangan yang berasal 

dari dana APBN dan tercakup dalam DIPA B2TKE. 
b. Penanggung jawab berkas keuangan :  

i. Perjalanan dinas rutin (DIPA pelayanan perkantoran & PNBP)  dan pembayaran honor oleh Ka. 
Subbag. TU SDM & RT 

ii. Perjalan dinas DIPA (eks DIP) oleh Ka. Subbag. Prog.& Keu. 
iii. Pengadaan barang dan jasa oleh Pejabat Pengadaan 
 

4. REFERENSI 
a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
c. Perpres 54/2010 dan perubahan - perubahannya 
d. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No 66/PB/ 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 

atas Beban APBN. 
e. Peraturan Hibah yang berlaku. 
f. Peraturan perjalanan dinas No. 113/ PMK - 05/ 2012 
g. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 
h. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Verifikasi (FR.01.00/ BU - PROKEU/2016) 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 01/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR VERIFIKASI BERKAS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 

 
 
 
Pejabat Pengadaan/ 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT/  
Ka. Subbag. Prog.& 
Keu. 
 

 
PPK 
(Pejabat Pembuat 
Komitmen) 
 

 

PPPSPM 
(Pejabat Penguji dan 
Penandatanganan 
Surat Perintah 
Membayar) 
 

Bendahara 
Pengeluaran 

 

 

 

 

 

Menyerahkan berkas keuangan. 

 

 

 

Memeriksa berkas dan disposisi. 

 

 

- Memeriksa. 
- Mencatat berkas keuangan.  
- Membandingkan nilai dan akun pengadaan 

dengan anggaran. 
- Menyerahkan berkas dan SP2D (Surat 

Perintah Pencairan Dana). 
 

Menyimpan kelengkapan dokumen keuangan. 

 

Dokumen

Verifikasi

Selesai

Tidak

Ya

Mulai

Verifikasi

Tidak

Ya
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 02/BU ς PROKEU/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS LANGSUNG 

1. TUJUAN 
Untuk memudahkan pembayaran uang muka perjalanan dinas langsung. 

2. DEFINISI 
Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas yang dibayarkan Secara Langsung (LS) adalah pembayaran 
yang dilakukan oleh bendahara dengan cara meminta terlebih dahulu sejumlah uang untuk membayar 
pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas. 

3. KEBIJAKAN 
a. Pengajuan biaya perjalanan dinas langsung (LS) disertai dengan surat tugas dari KPA dengan SOP No 

33/BU ð SDM & RT/2016. 

b. Pembayaran uang muka perjalanan dinas yang dibayarkan LS diilakukan apabila Bendahara 
Pengeluaraan tidak mempunyai cukup uang persediaan atau nilai nominal total perjalanan dinas yang 
diajukan oleh unit kerja melebihi uang persediaan yang tersedia. 

c. Syarat LS dalam perjalanan dinas ini adalah kelengkapan data pegawai yang akan melakukan perjalanan 
dinas, tujuan serta besarnya nilai nominal perjalanan dinas.  

d. Berkas pengajuan uang muka perjalanan dinas minimal diterima Ka. Subbag. Program dan Keuangan 5 
(lima) hari kerja sebelum keberangkatan. 

4. REFERENSI 
a. Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri 

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. 
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam 

Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. 
c. DIPA tahun anggaran berjalan. 
d. Standar Biaya Masukan (SBM) tahun Anggaran Berjalan 
e. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Verifikasi (FR.02.00/ BU - PROKEU/2016) 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 02/BU ς  PROKEU/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS LANGSUNG 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
 
Ka. Bid./Bag. 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
PPK 
 
 
 
PPPSPM 
(Pejabat Penguji & 
Penandatanganan 
Surat Perintah 
Membayar) 
 
 
KPPN 
(Kantor Pelayanan 
Pembendaharaan 
Negara) 
 
 
Bendahara 
Pengeluaran 
 
 
 
 
 
Pegawai 

 
 
 
 
 
Menyerahkan  berkas yang telah disetujui oleh Ka. 
Bag. Umum. 
 
 
 
Disposisi. 
 
 
 
Memeriksa dan menyetujui.  
 

 
 

- Memeriksa. 
- Membuat Surat Perintah Membayar (SPM).  
- Mengirim SPM ke KPPN.  
 
 
 
 
Memproses. 
 
 
 

 
- Menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 
- Mencairkan uang di Bank. 
- Membuatkan bukti kas keluar. 
- Membukukan. 
- Membayarkan uang perjalanan dinas kepada 

pegawai. 
 
 

Menerima pembayaran. 

 

Dokumen

Verifikasi

Verifikasi

Proses

Selesai

Ya

Ya

Ya
Tidak

Tidak

Mulai

Proses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 03/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA PERJALANAN DINASDENGAN UANG 
PERSEDIAAN 

1. TUJUAN 
Untuk mempermudah pembayaran uang muka perjalanan dinas dengan Uang Persediaan (UP). 

2. DEFINISI 
Pembayaran Uang Muka (UM) Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui UP adalah  pembayaran 
uang muka perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pegawai yang 
akan melakukan perjalanan dinas. 

3. KEBIJAKAN 

a. Pembayaran uang muka perjalanan dinas yang dibayarkan melalui dana UP dilakukan apabila 
Bendahara Pengeluaraan mempunyai cukup uang persediaan. 

b. Syarat pembayaran uang muka  perjalanan dinas dengan UP yaitu surat tugas (SOP No. 33/ BU ð 
SDM & RT/ 2016), data pegawai, tujuan, durasi serta besarnya nilai nominal perjalanan dinas.  

c. Berkas pengajuan uang muka perjalanan dinas minimal diterima Ka. Subbag. Program dan 
Keuangan 5 (lima) hari kerja sebelum keberangkatan. 

d. Penanggung jawab berkas keuangan :  
i. Perjalanan dinas rutin (DIPA Pelayanan Perkantoran & PNBP)  oleh Ka. Subbag. TU SDM & RT 
ii. Perjalan dinas DIPA (eks DIP) oleh Ka. Subbag. Program & Keuangan 

4. REFERENSI 

a. Peraturan Menteri Keuangan No 45/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri 
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam 
Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. 

c. Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan. 
d. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 
e. DIPA tahun anggaran berjalan. 

 
5. DAFTAR DOKUMEN 

Form Uang Muka Perjalanan Dinas(FR.03.00/BU - PROKEU/2016) 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 03/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA PERJALANAN DINASDENGAN UANG 
PERSEDIAAN 

 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TUSDM & RT/ 
Ka. Subbag. Pro.& 
Keu. 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
 
PPK 
 
 
 
 
 
Bendahara 
Pengeluaran  
 
 
 
 
 
Pegawai 
 

 
 
 
 
 
 
Menyerahkan  berkas. 
 
 
 
 
 
Menyetujui. 
 
 
 
 
 
Memeriksa dan Menyetujui. 
 
 
 
 
 
- Mencatat bukti kas keluar. 
- Membukukan. 
- Membayarkan UM kepada pegawai. 
 
 
 
 
Menerima pembayaran UM perjalanan dinas 
 
 
 

 

Dokumen

Verifikasi

Selesai

Ya

Tidak

Peoses

Mulai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 04/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA PENGADAAN BARANG/JASA 

1. TUJUAN 

Untuk memudahkan pembayaran uang muka pengadaan barang/jasa yang sifatnya mendesak. 

2. DEFINISI 

Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa adalah pembayaran yang diperuntukan untuk pengadaan yang 
sifatnya sangat mendesak dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan dana 
Uang Persediaan (UP). 

3. KEBIJAKAN 

a. Uang muka pengadaan barang/jasa dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran maksimal Rp. 
5.000.000,- dan harus sudah dipertanggungjawabkan maksimal 10 hari kerja setelah uang muka 
diambil. 

b. Pengajuan uang muka harus disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai 
penanggung jawab dalam hal pengadaan barang/jasa dan Ka. Bag. Umum sebagai penanggung 
jawab anggaran. 

c. Tugas verifikasi melekat pada Bendahara. 

4. REFERENSI 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam 
Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. 

b. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Teknologi Konversi Energi. 

c. DIPA tahun anggaran berjalan. 
d. Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan. 

 
5. DAFTAR DOKUMEN 

Form Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa (FR.04.00/BU - PROKEU/2016).  

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 04/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA PENGADAAN BARANG/JASA 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 

 

 
 
Pejabat Pengadaan 
 
 
 
 
 
 
PPK 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& 
Keu.   
 
 
 
 
Bendahara 
Pengeluaran 
 
 
 
 
Pejabat Pengadaan 

 

 
 
 
 
Menyerahkan berkas pengajuan yang memenuhi 
persyaratan ditujukan ke PPK. 
 
 
 
 
- Memeriksa. 
- Menyetujui. 
 
 
 
 
Menyetujui dan Disposisi. 
 
 
 
 
 
Memproses. 
 
 
 
 
 
- Menerima berkas. 
- Melakukan pembayaran. 
 
 
 
 
Menerima pembayaran. 
 
 

 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Tidak

Ya

Mulai

Verifikasi

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 05/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA PENGADAAN BARANG/JASA 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudahkan proses pertanggungjawaban uang muka pengadaan barang/jasa. 

2. DEFINISI 

Pertanggungjawaban Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa adalah proses administrasi keuangan 
yang diperuntukan untuk pengadaan yang sifatnya sangat mendesak dan dipertanggungjawabkan 
oleh Pejabat Pengadaan. 

3. KEBIJAKAN 

Apabila pembayaran uang muka dengan pertanggungjawaban ada selisih lebih maka pejabat 
pengadaan harus mengembalikan ke Bendahara Pengeluaran, sedangkan bila ada selisih kurang 
maka bendahara pengeluaran harus membayar ke Pejabat Pengadaan. 

4. REFERENSI 

a. Perpres 54/2010. 
b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No 66/PB/ 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 

atas Beban APBN. 
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar 
d. Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman 

Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN; 
e. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 05/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA PENGADAAN BARANG/JASA 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pejabat Pengadaan 
 
 
 
 
PPK 
 
 
 
 
 
Bendahara 
Pengeluaran 
 
 
 
 

 
 

Ka. Subbag. Pro.&  
Keu. 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 

 
 
 
 
 
 
Menyerahkan berkas pertanggungjawaban. 
 
 
 
 
- Memeriksa berkas pertanggungjawaban pengadaan 

barang/jasa. 
- Meneruskan ke bendahara pengeluaran. 
 
 
- Memeriksa kelengkapan berkas. 
- Menghitung kekurangan/kelebihan uang muka. 
- Membuat Bukti Kas Masuk (BKM)/ Bukti Kas Keluar 

(BKK).  
- Membukukan dan membayar/menerima 

kekurangan/ kelebihan UM. 
- Mengarsipkan. 

- Melaporkan. 
 

- Memeriksa kesesuaian anggaran. 
- Melaporkan. 

 
 
 

Menerima laporan. 
 
 

 

Dokumen

Verifikasi

Proses

Selesai

Ya

Tidak

Mulai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 06/BU ς  PROKEU/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS LANGSUNG 

1. TUJUAN 
Untuk mempermudah pertanggungjawaban uang muka perjalanan dinas langsung. 

2. DEFINISI 
Pertanggungjawaban Uang Muka (UM) Perjalanan Dinas (LS) adalah bentuk pertanggungjawaban 
dana yang dilakukan oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas. 

3. KEBIJAKAN 
a. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyerahkan bukti-bukti biaya perjalanan dinas paling 

lambat 5 (lima) hari kerja setelah pegawai tiba di satuan unit Kerja 
b. Apabila dalam penyerahan bukti biaya perjalanan dinas terdapat kelebihan uang muka, maka pegawai 

tersebut harus mengembalikan sejumlah kelebihannya paling lambat 5 (lima) hari kerja dan uang kelebihan 
dikembalikan kepada Kas Negara dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).Apabila ada 
kekurangan biaya maka tidak bisa dibayarkan. 

c. Bukti hotel berupa bill/kwitansi hotel.  
d. Bukti transport berupa tiket pesawat, boarding pass. Bukti transport apabila memakai kereta/bus adalah 

tiket kereta api/bus.  
e. Apabila instansi lebih dari satu kota, maka dalam SPPD ataupun surat tugas harus disebutkan kota instansi 

tersebut berada serta distempel di masing-masing instansi. Namun apabila dalam kota singgah hanya 
merupakan transit maka SPPD tidak distempel di kota transit tersebut. 

f. Apabila bukti biaya tidak didapatkan untuk dipertanggungjawabkan maka  pegawai harus mengajukan daftar 
riil dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).   

g. Setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan teknis dan tembusannya 
dilaporkan kepada PPK. 

h. Penanggung jawab berkas keuangan :  
i. Perjalanan dinas rutin (DIPA Pelayanan Perkantoran & PNBP) oleh Ka. Sub. Bag. TU SDM & RT 
ii. Perjalanan dinas DIPA (eks DIP) oleh Ka. Sub. Bag. Pro. & Keu. 

4. REFERENSI 
a. Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri 

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. 
b. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum sesuai dengan tahun yang berlaku. 
c. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 06/BU ς  PROKEU/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS LANGSUNG  

6. DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TU SDM & RT/ 
Ka. Subbag. Pro.& 
keu. 
 
 
PPK 
 
 
 
Bendahara 
Pengeluaran 
 
 
 
Ka. Subbag . Pro.& 
Keu. 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 

 
 
 
 
 
Menyerahkan berkas. 
 
 
 
 
 
 
Membuat  daftar nominatif (perhitungan). 
 
 
 
 
 
Menerima dan memeriksa berkas perjalanan dinas. 
 
 
- Memeriksa kelengkapan berkas. 
- Menghitung kekurangan/kelebihan  biaya 

perjalanan dinas. 
- Mengarsipkan. 
- Melaporkan. 
 
- Memeriksa kesesuaian anggaran. 
- Melaporkan. 
 
 
Menerima laporan. 

 

Proses

Verifikasi

Proses

Selesai

Tidak

Ya

Dokumen

Mulai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 07/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS DENGAN 
UANG PERSEDIAAN 

1. TUJUAN 
Untuk mempermudah pertanggungjawaban uang muka perjalanan dinas dengan uang persediaan. 

2. DEFINISI 
Pertanggungjawaban Uang Muka (UM) Perjalanan Dinas dengan Uang Persediaan (UP) merupakan 
bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas. 

3. KEBIJAKAN 

a. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyerahkan bukti-bukti biaya perjalanan dinas 
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pegawai tiba di Satuan Kerja 

b. Apabila dalam penyerahan bukti biaya perjalanan dinas terdapat kelebihan uang muka, maka 
pegawai tersebut harus mengembalikan sejumlah kelebihannya paling lambat 5 (lima) hari kerja 
dan uang kelebihan dikembalikan kepada Kas Negara dengan Surat Setoran Pengembalian 
Belanja (SSPB).Apabila ada kekurangan biaya maka tidak bisa dibayarkan. 

c. Bukti hotel berupa bill / kwitansi hotel.  
d. Bukti transport berupa tiket pesawat, boarding pass. Bukti transport apabila memakai kereta / bus 

adalah tiket kereta api/bus.  
e. Apabila instansi lebih dari satu kota, maka dalam SPPD ataupun Surat Tugas harus disebutkan 

kota instansi tersebut berada serta distempel di masing-masing instansi. Namun apabila dalam 
kota singgah hanya merupakan transit maka SPPD tidak distempel di kota transit tersebut. 

f. Apabila bukti biaya tidak didapatkan untuk dipertanggungjawabkan maka  pegawai harus 
mengajukan daftar riil dan disetujui oleh PPK.   

g. Setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan teknis dan 
tembusannya dilaporkan kepada PPK. 

h. Penanggung jawab berkas keuangan :  
i. Perjalanan dinas rutin (DIPA Pelayanan Perkantoran & PNBP) oleh Ka. Sub. Bag TU SDM&RT. 
ii. Perjalan dinas DIPA (ex DIP) oleh Ka. Sub. Bag. Program & Keuangan. 

4. REFERENSI 
a. Peraturan Menteri Keuangan No 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri 

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. 
b. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum sesuai dengan tahun yang berlaku. 
c. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Bukti Kas (FR.07.00/BU - PROKEU/2016) 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 07/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS DENGAN 
UANG PERSEDIAAN  

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
Ka. Subbag. 
TUSDM  & RT/ 
Ka. Subbag. Pro.& 
Keu. 
 
 
PPK 
 
 
 
 
Bendahara 
Pengeluaran 
 
 
 
 
Ka. Subbag . Pro.& 
Keu. 
 
 
 
Ka. Bag.Umum 
 

 
 
 
 
 
Menyerahkan berkas. 
 
 
 
 
Membuat  daftar nominatif (perhitungan) perjalanan 
dinas yang dilengkapi dengan berkas.  
 
 
 
 
Menerima dan memeriksa berkas perjalanan dinas. 
 
 
 
- Memeriksa kelengkapan berkas. 
- Menghitung kekurangan/Kelebihan  biaya 

perjalanan dinas. 
- Mengarsipkan. 
- Melaporkan. 
 
 
- Memeriksa kesesuaian anggaran. 
- Melaporkan. 
 
 
 
Menerima laporan. 

 

Proses

Verifikasi

Proses

Selesai

Tidak

Ya

Dokumen

Mulai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 08/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENAGIHAN PEMBAYARAN JASA TEKNOLOGI 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penagihan pembayaran jasa teknologi.  

2. DEFINISI 

Pembayaran Jasa Teknologi merupakan proses penagihan dan penerimaan uang hasil kegiatan jasa 
teknologi dari pelanggan yang akan disetorkan ke Kas Negara. 

3. KEBIJAKAN 

a. Penagihan dilakukan sesuai dengan klausul dalam kontrak kerja/SPK. 
b. Uang pembayaran sesuai kontrak ditujukan pada rekening bendahara penerimaan B2TKE dan akan 

disetorkan ke Kas Negara paling lambat 1 x 24 jam setelah uang diterima. 

4. REFERENSI 

a. Undang-undang No 20 tahun 1997 tentang PNBP. 
b. PP No. 22 tahun 2007 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP. 
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam 

Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. 
d. Peraturan Kepala BPPT No.012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 
 
5. DAFTAR DOKUMEN 

Form Permintaan Penagihan Pembayaran Jasa Teknologi (FR.08.00/BU - PROKEU/2016) 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 08/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENAGIHAN PEMBAYARAN JASA TEKNOLOGI 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
Ka.Bid. Lanjastek 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& 
Keu. 
 
 
Pelanggan 
 
 
 
Bendahara 
Penerimaan 
 
 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& 
Keu. 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 

 
 
 
 
- Memberikan informasi mengenai status kontrak/SPK. 
- Memberikan form permintaan penagihan. 
 
 
 
Menerima dan disposisi. 
 
 
 
- Membuat invoice. 
- Mengirimkan invoice. 
 
 
- Menerima. 
- Melakukan pembayaran. 
 
- Menerima dan mencatat setoran. 
- Membuat surat setoran bukan pajak. 
- Menyetorkan uang PNBP ke Kas Negara melalui 

SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Online). 

- Melaporkan. 
 

- Mencatat. 
- Melaporkan. 
 
 
- Menerima laporan. 
- Menginformasikan. 
 
 
 
Menerima informasi. 
 
 

 

Proses

Proses

Selesai

Dokumen

Mulai

Proses

Proses

Proses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 09/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

2. DEFINISI 

Laporan Sistem Akuntansi Instansi adalah cara pencatatan yang menggambarkan aktiva (kekayaan) 
dan pasiva (kewajiban) pada periode  tertentu . 

3. KEBIJAKAN 

a. Tim SAI diangkat oleh Kepala B2TKE selama satu tahun.  
b. Tim SAI terdiri dari dua bagian yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi 

Barang (SAB). 
c. Ka. Subbag. Pro.& Keu.sebagai pembina SAK dan SAB dibina oleh Ka. Subbag. TU SDM & RT. 
d. Rekonsiliasi internal dilakukan setiap bulannya oleh TIM SAI B2TKE melalui aplikasi online ke KPPN 

dan Biro Keuangan yang disahkan dalam berita acara.  
e. Hasil rekonsiliasi transaksi keuangan bulanan dan transaksi barang dituangkan dalam laporan 

semesteran &tahunan. 

4. REFERENSI 

a. Undang-undang RI No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

b. PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 
c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.24/PB/2006 tentang Penyusunan Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga. 
d. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi 

Konversi Energi. 
 
5. DAFTAR DOKUMEN 
    - 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 09/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 

 
 
 
 
Tim SAI  
 
 
 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& 
Keu./Ka. Subbag. TU 
SDM&RT 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
Biro Perencanaan 
dan Keuangan & 
Inspektorat 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 

 
 
 
-  Mengevaluasi hasil rekonsiliasi bulanan selama 6 

(enam)  bulan dan tahunan. 
-  Menyiapkan data dukung laporan SAI semesteran/ 

tahunan. 
-  Menyusun laporan SAI. 
-  Menyampaikan. 
 
- Memeriksa. 
- Memberikan paraf. 
 
 
 
 
Menyetujui dan memberikan paraf. 
 
 
 
- Menandatangani laporan SAI. 
- Mengirimkan. 
 
 
 
Melakukan rekonsiliasi laporan SAI. 
 
 
 
 
- Menerima. 
- Disposisi. 
 
 
Menyimpan laporan SAI untuk kebutuhan Auditor. 
 
 

 

Proses

Proses

Proses

Dokumen

Mulai

Proses

Selesai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 10/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA MENENGAH 

1. TUJUAN 

Untuk memudahkan penyusunan Rencana Kegiatan Jangka Menengah (RPJM) sesuai dengan RPJM 
BPPT. 

2. DEFINISI 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah rencana kegiatan 
untuk periode 5 (lima) tahunan. 

3. KEBIJAKAN 

a. RPJM disusun berdasarkan RPJM BPPT. 
b. Evaluasi terhadap relevansi RPJM dilakukan setiap tahun. 

 
4. REFERENSI 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN). 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-2025. 

c. PP No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 
d. Peraturan Kepala BPPT Nomor 012 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer  Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 10/BU ς  PROKEU/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA MENENGAH 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
Ka. B2TKE  
 
 
 
 
Ka. Bid./ Ka. Bag. 
 
 
 
 
 
 
Ka. Subbag Pro.& Keu. 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Ka.Subbag. Pro.& Keu. 
 

 
 
 
 
 
- Menerima dokumen RPJM BPPT. 
- Disposisi. 
 
 
 
- Melakukan koordinasi dengan 

Ka.Bid./Bag.dan KP menyusun RPJM 
B2TKE bidang/bagian masing-masing. 

-  RPJM B2TKE diserahkan kepada Ka. 
Subbag.Pro.& Keu. 

 
 
Memeriksa dan Evaluasi kesesuaian 
dengan RPJM BPPT. 
 
 
 
Menyetujui. 
 
 
 
 
Mengesahkan RPJM sebagai acuan 
pelaksanaan kegiatan. 
 
 
 
Menerima & mendistribusikan kepada para 
Pejabat Struktural. 
 
 
Menyimpan sebagai acuan monitoring 
kegiatan. 

 

Dokumen

Selesai

Mulai

Proses

Proses

Verifikasi

Tidak

Ya

Proses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 11/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARANKEMENTRIAN NEGARA -
LEMBAGA 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-
KL). 

2. DEFINISI 

RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan 
suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan 
Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta 
anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan. 

3. KEBIJAKAN 

a. RKA-KL disusun berdasarkan pagu indikatif yang diterima oleh BPPT dan telah disetujui oleh 
Kementerian Keuangan. 

b. RKA-KL harus dilengkapi dengan dokumen - dokumen pendukung terkait. 
c. RKA-KL disusun pada bulan Mei tahun sebelumnya 

 
4. REFERENSI 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. 
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-KL) Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) dan (2), dan penjelasan Pasal 3 ayat (4). 
e. PP No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 
f. Perka No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 

g. Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
RKA - KL 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 11/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTRIAN 
NEGARA/LEMBAGA 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC  
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
Ka. B2TKE  
 
 
 
 
 
Ka. Bid./ Ka. Bag. 
 
 
 
 
Ka. Subbag.Pro. & Keu. 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& 
Keuangan 
 
 
 
Ka. Biro Perencanaan & 
Keuangan 

 
 
 
 

- Menerima pagu indikatif. 
- Menentukan besaran anggaran sesuai 

skala prioritas. 
- Disposisi. 
 
 
- Melakukan koordinasi penyusunan RKA-

KL dengan troika kegiatan. 
- Menyerahkan RKA ï KL. 

 
 

- Melakukan kompilasi RKA-KL. 
- Mengevaluasi kesesuaian dengan Bagan 

Akun Standar (BAS). 
 
 
Memberikan paraf RKA-KL. 
 
 
 
 
Menandatangani RKA-KL. 
 
 
 
 
Menyerahkan ke Ka. Biro Perencanaan & 
Keuangan. 
 
 
 
Menerima dokumen RKA-KL. 
 
 

 

Dokumen

Proses

Selesai

Proses

Proses

Proses

Mulai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 12/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI DIPA B2TKE 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan DIPAB2TKE. 

2. DEFINISI 

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program 
dan memantau perubahan yang terjadi pada proses dan keluaran. 

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai 
sejauh mana tujuan program telah tercapai. 

3. KEBIJAKAN 

a. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) terdiri dari Pejabat Struktural Eselon III,Tim Teknis dan Tim 
Pakar yang dikoordinir oleh Ka. Subbag. Pro.& Keu. 

b. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik setiap triwulan. 
 

4. REFERENSI 
Perka No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 

 
5. DAFTAR DOKUMEN 

- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer  Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 12/BU ς  PROKEU/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI DIPA B2TKE 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
Ka.Subbag Pro.& Keu. 
 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
Tim Monev 
 
 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& Keu. 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
Ka. B2TKE  

 
 
 
 
 
Mengajukan nota dinas monev. 
 
 
 
 
 
- Melakukan kordinasi dengan Ka. 

Bid./Bag.dan Troika. 
- Menyampaikan materi monev. 

 
 
- Menyetujui. 
- Disposisi. 
 
 
 
- Melaksanakan Monitoring. 
- Membuat laporan. 
 
 
 
- Menerima laporan. 
- Mendokumentasikan laporan sebagai 

bahan evaluasi kegiatan. 
 
 
Menyetujui dan menyerahkan laporan. 
 
 
 
 
Menerima laporan. 

 

Dokumen

Selesai

Proses

Proses

Proses

Proses

Mulai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 13/BU - PROKEU/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN B2TKE 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penyusunan laporan hasil kegiatan tahunan. 

2. DEFINISI 

Penyusunan Laporan Tahunan adalah kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun sebagai bentuk 
pertanggungjawaban terhadap capaian seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun 
anggaran. 

3. KEBIJAKAN 

Penyusunan laporan tahunan dilakukan oleh Ka. Bid, Ka. Bag.dan Troika yang dikoordinir oleh  Ka. 
Subbag. Program & Keuangan. 
 

4. REFERENSI 
Perka No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 

 
5. DAFTAR DOKUMEN 

Laporan Tahunan 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 13/BU ς  PROKEU/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN B2TKE 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 

 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& Keu. 
 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
Ka. Bid./Ka. Bag. 
 
 
 
Ka. Subbag Pro.& Keu. 
 
 
 
Ka. Bid./Ka. Bag. 
 
 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& Keu. 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka. Bag. Umum 

 
 
 
Membuat draft nota dinas permintaan 
penyusunan laporan tahunan. 
 
 
 
 
Menyetujui dan menandatangani nota dinas. 
 
 
Melakukan koordinasi dengan Troika. 
 
. 
 
Membuat format laporan tahunan dan 
mendistribusikan. 
 
 
Menyusun laporan sesuai format. 
 
 
 
 
Mengkompilasi laporan. 
 
 
 
Memeriksa laporan tahunan. 
 
 
 
Mengesahkan laporan tahunan. 
 
 
- Mendistribusikan. 
- Menyimpan laporan. 

 

Dokumen

Proses

Selesai

Proses

Proses

Proses

Proses

Mulai

Proses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 14/BU - PROKEU/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR PELAPORAN TRIWULAN, RENCANA TRIWULAN BERIKUTNYA DAN 
LAPORAN AKHIR DIPA 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah para pengelola kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam 
melakukan aktivitas pelaksanaan kegiatan. 

2. DEFINISI 

Laporan Triwulan adalah hasil pelaksanaan anggaran dan kegiatan DIPA dalam kurun waktu tiga bulan 
anggaran berjalan. 

Rencana Triwulan adalah rencana kegiatan DIPA untuk tiga bulan berikutnya.  

Laporan Akhir adalah dokumen hasil pelaksanaan anggaran dan kegiatan DIPA selama satu tahun 
anggaran. 

3. KEBIJAKAN 
Laporan triwulan, rencana triwulan berikutnya dan laporan akhir disusun berdasarkan RKA-KL yang 
sudah ditetapkan. 
 

4. REFERENSI 
a. PP No.39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan. 
b. Perka No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi 

Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
a. Form A (FR.14.01/BU - PROKEU/2016) 
b. Form B (FR.14.02/BU - PROKEU/2016) 

 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 14/BU - PROKEU/2016 

Hal :2 dari 2 

PROSEDUR PELAPORAN TRIWULAN, RENCANA TRIWULAN BERIKUTNYA DAN 
LAPORAN AKHIR DIPA 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 

 
 
 
 
Ka. B2TKE  
 
 
 
Ka. Bag. Umum  
 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& Keu. 
 
 
 
Ka. Bid. Terkait 
 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& Keu. 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka.Bag. Umum 
 
 
 
Ka. Biro Perencanaan 
dan Keuangan 
 

 
 
 
 
- Menerima surat dari Biro Perencanaan 

dan Keuangan BPPT. 
- Disposisi. 
 
Disposisi ke Ka. Subbag. Prog.& Keu. 

 
 
 

Mendistribusikan format laporan dan rencana 
triwulan. 
 
 
- Menyusun laporan triwulan, rencana 

triwulan dan laporan akhir DIPA. 
- Mengirim laporan. 
 
Melakukan kompilasi laporan triwulan, 
rencana triwulan dan laporan akhir DIPA. 
 
 
Memeriksa laporan triwulan, rencana triwulan 
dan laporan akhir DIPA. 
 
 
Menyetujui laporan triwulan, rencana triwulan 
dan laporan akhir DIPA. 
 
Menyerahkan Laporan ke Biro Perencanaan 
& Keuangan BPPT. 
 
 
Menerima laporan. 

 

Dokumen

Proses

Selesai

Proses

Proses

Proses

Proses

Mulai

Proses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 15/BU - PROKEU/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

2. DEFINISI 

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang 
telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

3. KEBIJAKAN 

a. Jadwal penyusunan LAKIP B2TKE disesuaikan dengan jadwal dari Biro Perencanaan & Keuangan 
BPPT. 

b. Notadinas dari Biro Perencanaan & Keuangan BPPT didisposisi oleh Ka. B2TKE kepada Ka. Bag. 
Umum dan tembusan kepada para Ka.Bid./Bag. 

c. Ka. Bag.melakukan koordinasi dengan para Ka. Sub. Unit dibawahnya untuk menyiapkan data yang 
dibutuhkan dan Ka. Bid.melakukan koordinasi dengan Troika atau Ka. Subbid.dibawahnya. 

d. Ka. Bag. Umum sebagai  penanggung jawab dalam penyusunan LAKIP. 
e. LAKIP B2TKE diserahkan kepada Deputi (TIEM) sebagai bahan LAKIP ditingkat Deputi . 
 

4. REFERENSI 
a. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999. 
b. Perka No.012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi 

Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Buku LAKIP 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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Dokumen

Proses

Proses

Proses

Mulai

Proses

Selesai

Proses

Proses

Proses

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 15/BU - PROKEU/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH  

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
Ka. B2TKE  
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& Keu. 
 
 
 
 Ka. Bid. 
 
 
 
Ka. Subbag. Pro.& Keu. 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Ka. Bag.Umum 
 
 
Biro Perencanaan & 
Keuangan BPPT  

 
 
 
 
- Menerima notadinas yang dilampiri 

dengan format LAKIP dari Biro 
Perencanaan & Keuangan BPPT. 

- Disposisi. 
 
Disposisi. 
 
 
 
 
Melakukan koordinasi dengan para Ka. 
Bid.dan Troika. 
 
 
Memberikan data. 
 
 
 
Menyusun LAKIP. 
 
 
 
Memberikan paraf. 
 
 
Mengesahkan. 
 
 
Menyerahkan ke Biro Perencanaan & 
Keuangan BPPT. 
 
 
Menerima. 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 01/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGELOLAAN WEBSITE B2TKE 

 

1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pengelolaan situs B2TKE (http://b2tke.bppt.go.id atau 

http://www.b2tke.bppt.go.id). 

2. DEFINISI 

Pengelolaan website adalah proses pemeliharaan dan pemutakhiran (update) informasi pada website 
B2TKE. 

3. KEBIJAKAN 

a. Para Ka. Bid./Bag.bertindak sebagai redaktur pengelola situs B2TKE yang dikoordinir oleh Ka. Bid. 
Lanjastek 

b. Informasi yang akan dipublikasikan harus diserahkan  dalam bentuk (format) odt, doc, docx atau 
txt dan telah disetujui oleh redaktur pengelola. 

c. Penerbitan ke situs (publishing) dilakukan dalam jangka waktu 1-3 hari setelah informasi diterima. 
d. Pemeliharaan website meliputi layanan penyediaan informasi dengan para pengguna.  

 

4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi 
Konversi Energi. 

 
5. DAFTAR DOKUMEN 

- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
 
 

 

http://b2tke.bppt.go.id/
http://www.b2tke.bppt.go.id/
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :01/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGELOLAAN WEBSITE B2TKE 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ka. Bid./Bag. 
 
 
 
 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Layanan 
Jasa 
 
 
 
 
 
Pengguna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Menyampaikan materi Informasi yang akan 
dipublikasikan. 
 
 
 
 
 
 
Menerima & Disposisi. 
 
 
 
-  

 
- Menyunting materi. 
- Menyusun tata letak. 
- Mengunggah (upload) ke server B2TKE. 
 
 
 
 
Mendapatkan Informasi. 
 
 

 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :02/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN PENGADAAN BUKU 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pengajuan pengadaan buku. 
 

2. DEFINISI 
Cukup jelas. 
 

3. KEBIJAKAN 
Prosedur ini berlaku untuk pengadaan buku, majalah dan karya ilmiah sejenisnya  yang sumber 
dananya berasal dari anggaran DIPA B2TKE.  
 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :02/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN PENGADAAN BUKU 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 
 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
 
Ka. Bid./Bag. 
 
 
 
Ka. Bid.Lanjastek 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
 
 
 
Ka. Bid.Lanjastek 
 
 
 
 
Ka. Bagian Umum 
 
 
 
 
Ka. Bid./ Bag. 
Ka. Subbag/Subbid. 

 
 
 
 
 
Mengajukan kebutuhan buku. 

 
 
 
 
 

Membuat nota dinas. 
 
 
 
- Menerima nota dinas. 
- Disposisi. 
 
 
 
- Melakukan verifikasi ketersediaan buku di 

perpustakaan. 
- Membuat draft nota dinas permintaan pengadaan 

buku. 
 
 
 
Menandatangani nota dinas. 

 
 
 
 

- Menerima nota dinas. 
- Melakukan koordinasi dengan Pejabat 

Pengadaan/PPK untuk proses pengadaan. 
(SOP No. 40/ BU ð SDM & RT/ 2016) 

 
Menerima buku. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Mulai

Selesai

Proses

Verifikasi
Tidak

Ya

Proses



121 
 

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :03/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGELOLAAN BUKU 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudahkan pengelolaan buku agar tercatat dan terdokumentasi dengan baik. 
 

2. DEFINISI 
Cukup jelas 
 

3. KEBIJAKAN 
a. Semua buku yang dibeli dari sumber anggaran PNBP, Rutin dan DIPA (ex. DIP) mengikuti 

ketentuan pada prosedur ini. 
b. Durasi waktu pelabelan buku paling lambat dua minggu setelah buku diterima oleh Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). 
c. Ka. Subbag. TU SDM & RT dan PPK bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap 

proses pelabelan buku. 
 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :03/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGELOLAAN BUKU 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
PPHP 
 
 
 
 
 
 
 
Petugas BMN 
 
 
 
 
 
PPHP 
 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 

 
 
 
 
 
Menyerahkan buku. 

 
 
 
 
 
 
 

- Menerima buku. 
- Melakukan pencatatan aset tetap lainnya. 
- Menempelkan label identifikasi. 
- Menyerahkan buku yang telah diberi label. 
 
 
- Menerima buku yang telah diberi label. 
- Menyerahkan buku. 

 
 
 
 

- Menerima buku. 
- Melakukan pencatatan. 
- Mengelola peminjaman buku. 
 
 

 

Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 04/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN  PERANGKAT TEKNOLOGI 
INFORMASI 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudah perawatan dan perbaikan perangkat teknologi informasi di setiap 
bidang/bagian agar dapat ditangani dengan baik. 

2. DEFINISI 
Perangkat Teknologi Informasi adalah piranti lunak (software) maupun piranti keras (hardware) 
yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan di lingkungan B2TKE, berupa notebook, 
Personal Computer(PC), monitor, printer, jaringan internet, IPAddress dan utilitas lainnya. 
 

3. KEBIJAKAN 
a. Permohonan perawatan dan perbaikan perangkat teknologi informasi harus disertai formulir 

dengan persetujuan atasan langsung. 
b. Perangkat teknologi informasi yang akan diperbaiki hanya perangkat inventaris kantor. 

c. Apabila dalam proses perawatan dan perbaikan perangkat teknologi informasi diperlukan 
penggantian atau pengadaan suku cadang, maka prosesnya mengacu pada SOP Pengadaan 
Barang/Jasa (SOP No. 40/BU ð SDMRT/ 2016) 

 
4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
a. Form Permohonan Perbaikan Perangkat Teknologi Informasi  (FR.04.01/LANJASTEK - 

LANJAS/2016) 
b. Form Penerimaan Perangkat Teknologi Informasi (FR.04.02/LANJASTEK - LANJAS/2016) 
c. Form Penyerahan Perangkat Teknologi Informasi (FR.04.03/LANJASTEK - LANJAS/2016) 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   : 04/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN  PERANGKAT TEKNOLOGI 
INFORMASI 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
 
Ka. Subbid./ Subbag. 
Ka. Bid./Bag. 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
 
Ka. Subbag. TUSDM  & 
RT 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 

 
 
 
 
Mengisi form pengajuan perbaikan perangkat 
TI. 
 
 
 
 
Menandatangani form 
 
 
 
- Menerima form 
- Melakukan verifikasi apakah bisa 

dilakukan perbaikan di Tim TI. 
- Melakukan perbaikan. 
- Menyerahkan perangkat yang telah 

diperbaiki. 
 

Mengkoordinir perbaikan di luar melalui jasa 
pihak ketiga. 
(SOP No. 40/ BU ï SDM & RT/2016). 
 
 
 
Menerima perangkat yang telah diperbaiki. 
 
 

 

Dokumen

Proses

Selesai

Mulai

VerifikasiProses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :05/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pengajuan International Standard Book Number (ISBN). 
 

2. DEFINISI 
ISBN adalah pengidentifikasi unik untuk buku-buku yang digunakan secara komersial. 
 

3. KEBIJAKAN 
a. Pengajuan ISBN di B2TKE dikoordinir oleh Bidang Layanan Jasa Teknologi 
b. Persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan ISBN adalah : 

i. Surat pengajuan ISBN dari Kepala Unit Kerja. 
ii. Fotocopy halaman judul. 
iii. Fotocopy halaman balik judul. 
iv. Fotocopy daftar isi. 
v. Fotocopy kata pengantar. 
vi. Mencantumkan logo BPPT press pada cover buku. 
vii. Mencantukan keterangan tentang BPPT press pada halaman balik judul. 
viii. Menyerahkan softcopy penerbitan yang akan di ISBN-kan. 
ix. Menyerahkan empat eksemplar terbitan yang sudah jadi (3 eksemplar untuk diserahkan ke 

PNRI dan 1 eksemplar untuk deposit perpustakaan BPPT). 
x. Menyerahkan softcopy terbitan. 
xi. Mengisi formulir keterangan kesediaan publikasi. 

 
4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Pengajuan ISBN (FR.05.00/LANJASTEK - LANJAS/2016) 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :05/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
Ka. Bid./Bag. 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Pusat Manajemen Informasi 
BPPT 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
Pegawai 
 

 
 
 
 
Mengajukan permohonan. 
 
 
 
- Membuat nota dinas. 
- Menandatangani nota dinas. 
 
 
Disposisi. 
 
 
Menyiapkan draft  nota dinas ke Pusat Manajemen. 
Informasi BPPT untuk kelengkapan dokumen. 
 
 
Menyetujui draft nota dinas. 
 
 
- Menandatangani nota dinas. 
- Mengajukan proses ISBN. 
 
 
Proses ISBN. 
 
 
- Menerima ISBN. 
 
 
 
Mencatat dan Mendistribusikan ISBN. 
 
 
Menerima  ISBN. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Proses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :06/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 

 
1. TUJUAN 

Untuk memudahkan pegawai dalam proses pengajuan Kekayaan Intelektual ke BPPT. 
 

2. DEFINISI 
Kekayaan Intelektual adalah pengakuan secara sah atas kepemilikan suatu inovasi yang diberikan 
kepada perorangan atau kelompok yang diatur oleh norma hukum yang berlaku. 
 

3. KEBIJAKAN 
Kekayaan Intelektual (KI) diproses oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum & HAM 
melalui usulan dari Biro Hukum Kerjasama dan Humas BPPT. 
 

4. REFERENSI 
a. Peraturan Kepala BPPT No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Pada 

BPPT. 
b. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 

 
 

 



128 
 

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :06/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENGAJUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
Pegawai 
 
 
 
 
Ka. Bid./Ka. Bag. 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Biro Hukum, 
Kerjasama dan 
Humas 

 
 
 
 
 
Membuat permohonan. 
 
 
 
 
- Melakukan evaluasi.  
- Membuat notadinas. 
 
 
Disposisi. 
 
 
 
Disposisi. 
 
 
 
- Melakukan koordinasi dengan bidang teknis. 
- Membuat draft nota dinas ke Biro Hukum, 

Kerjasama dan Humas BPPT. 
 
 
- Memberikan paraf. 
- Melakukan monitoring. 
 
 
 
Menandatangani. 
 
 
 
- Menerima nota dinas Permohonan. 
- Mengirim surat permohonan ke Dirjen Kekayaan 

Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. 
 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :07/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PELAYANAN SISWA/MAHASISWA PRAKTEK KERJA ATAU PENELITIAN 
TUGAS AKHIR 

1. TUJUAN 
Untuk memudahkan siswa/mahasiswa yang akan melakukan praktek kerja atau penelitian tugas 
akhir. 
 

2. DEFINISI 
Praktek Kerja adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian, profesi yang memadukan 
secara sistematik dan sesuai antara program pendidikan di institusi pendidikan dengan program 
penguasaan keahlian mengacu pada kurikulum di bidang kejuruan. 
Tugas Akhir adalah salah satu syarat kelulusan mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir masa 
pendidikannya. 
 

3. KEBIJAKAN 
a. Praktek kerja atau penelitian tugas akhir dapat dilaksanakan apabila permohonan telah disetujui 

oleh Ka. Bid. Lanjastek 
b. Dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja atau penelitian tugas akhir, siswa/mahasiswa 

dibimbing oleh pegawai B2TKE yang ditugaskan. 
c. Pembimbing mewajibkan mahasiswa yang melaksanakan penelitian tugas akhir untuk 

melaksanakan presentasi setelah selesai kegiatan penelitian. 
d. Apabila dalam melaksanakan praktek kerja atau penelitian tugas akhir menggunakan peralatan 

inventaris B2TKE, segala resiko yang terjadi ditanggung oleh siswa/mahasiswa yang 
bersangkutan. 

e. Siswa/mahasiswa wajib menyerahkan laporan pada akhir kegiatan.  

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 

5. DAFTAR DOKUMEN 
a. Form  Kaji Ulang Permohonan Bimbingan Kerja Praktek (FR.07.01/LANJASTEK - LANJAS/2016) 
b. Form  Kaji Ulang Permohonan Bimbingan Tugas Akhir/Thesis/Disertasi (FR.07.02/LANJASTEK - 

LANJAS/2016) 
c. Form  Bebas Tanggungan Peminjaman/Pengantian Sarana Praktek Kerja (FR.07.03/LANJASTEK - 

LANJAS/2016) 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :07/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PELAYANAN SISWA/MAHASISWA PRAKTEK KERJA ATAU PENELITIAN 
TUGAS AKHIR 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
Ka. Institusi 
pendidikan 
 
Ka. B2TKE 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
Ka. Institusi 
Pendidikan 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
Siswa/ Mahasiswa 
 
 
 
Pembimbing 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
Ka. Bid. Lanjastek/ 
Pembimbing 
 
Mahasiswa 

 
 
 
Membuat surat permohonan. 
 
 
Disposisi. 
 
Disposisi. 
 
- Melakukan koordinasi/kaji ulang  terkait pembimbing dan 

penempatan siswa/mahasiswa. 
- Membuat draft surat jawaban. 

 
- Memeriksa.  
- Menandatangani. 

 
Menerima surat jawaban bahwa permohonan diterima/ tidak 
diterima. 
- Menerima siswa/mahasiswa. 
- Memberikan penjelasan peraturan yang berlaku di B2TKE. 
- Melakukan koordinasi dengan pembimbing. 
- Melakukan koordinasi dengan Ka.Subbag. TUSDM&RT.(SOP 

No.09/ BU ð SDM & RT/ 2016). 
 

- Melaksanakan praktek kerja atau penelitian tugas akhir. 
- Membuat laporan. 
- Melakukan presentasi kegiatan penelitian.. 

 
- Melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan praktek kerja atau 

penelitian tugas akhir 
- Mengesahkan bahwa siswa/mahasiswa sudah bebas dari 

peminjaman/penggantian inventaris B2TKE. 

- Memeriksa laporan. 
- Menerima form bebas tanggungan. 
 
Menandatangani laporan. 
 
- Menerima Laporan. 
- Menyerahkan salinan laporan. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Kaji Ulang

Proses

Proses

Proses

Verifikasi

Selesai

Proses

Proses

Selesai

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Proses

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :08/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN TAMU 

 
1. TUJUAN 

Untuk memudahkan proses pelayanan kunjungan tamu. 

2. DEFINISI 
Tamu adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kunjungan. 

3. KEBIJAKAN 
a. B2TKE memberikan kesempatan bagi perorangan, institusi pemerintah, institusi pendidikan dan  

lembaga komersial dari dalam maupun luar negeri untuk mengadakan kunjungan,  
b. Ka. B2TKE menerima surat permohonan kunjungan minimal tiga hari sebelum pelaksanaan 

kunjungan. 
c. Untuk penugasan pegawai, Ka.Subbid. Lanjas melakukan koordinasi dengan bidang terkait. 
d. Jenis presentasi yang akan disampaikan disesuaikan dengan kelompok tamu yang berkunjung, 

namun tetap memperkenalkan profil dan fasilitas B2TKE secara umum. 
e. Persiapan fasilitas kunjungan dikoordinir oleh Ka. Subbag. TU SDM & RT (SOP No. 08/BU ï 

SDM & RT/2016) 
f. Untuk tamu yang berkunjung langsung akan diterima di lobby Gedung 620. 
 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Buku Daftar Kunjungan Tamu. 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :08/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN TAMU 

 
7. PROSEDUR 

 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB / PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
Ka.B2TKE 
 
 
 
 
 
Ka.Bid. Lanjastek 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
 
Ka.Bid. Lanjastek 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
 
Tamu 
 
 

 
 
 
 
- Menerima surat permohonan kunjungan. 
- Disposisi. 

 
 
 
 
Disposisi. 
 
 
 
 
- Koordinasi dengan bidang terkait bila dibutuhkan 

sebagai penerima tamu. 
- Membuat draft surat balasan. 
 
 
Memberikan paraf. 
 
 
 
- Menandatangani surat. 
- Disposisi Ka. Bag. Umum & Bidang terkait. 
- Mengirimkan surat balasan. 
 
 
 
Menerima surat balasan. 
 
 
 
 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Verifikasi

Ya

Tidak
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :09/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PERMINTAANDATA 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudah permintaan data oleh pihak luar. 

2. DEFINISI 
Data merupakan kumpulan fakta yang belum diolah.  

3. KEBIJAKAN 
Data yang diberikan adalah data yang bersifat umum dan tidak bersifat rahasia. 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :09/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PERMINTAAN DATA 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 
 
 
 
 
 
Pemohon 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
 
 
Ka. Bid/Bag. terkait  
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
Pemohon 
 

 
 
 
 
 
Mengajukan permohonan. 
 
 
 
 
Disposisi ke Ka.Bid/Bag. terkait 
 
 
 
 
 
Mempelajari dan memberikan disposisi ke Ka. 
Subbid./Subbag.terkait. 
 
 
 
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. 
- Membuat draft surat jawaban.  

 
 
 
 
Melakukan verifikasi. 
 
 
 
 
Menandatangani surat jawaban. 
 
 
 
 
Menerima surat jawaban. 
 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Verifikasi

Proses

Selesai

Tidak

Ya

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :10/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal :1 dari 2 

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN JASA TEKNOLOGI 

 
1. TUJUAN 

Agar seluruh kegiatan layanan jasa berjalan sesuai dengan rencana. 

2. DEFINISI 
Monitoring dan Evaluasi Layanan Jasa Teknologi adalah suatu aktivitas pemantauan layanan jasa 
teknologi yang dilakukan secara periodik. 

3. KEBIJAKAN 
a. Monitoring dan evaluasi  kegiatan didasarkan pada butir - butir kesepakatan yang telah dituangkan 

dalam kontrak kerja /SPK. 
b. Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam jangka waktu yang 

disesuaikan dengan kontrak kerja/SPK 
c. Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan jasa dibahas dalam rapat koordinasi yang 

dituangkan dalam rekaman dan dilakukan secara periodik minimal setiap 3 (tiga) bulan yang 
hasilnya disampaikan kepada bidang/bagian terkait. 

d. Apabila terjadi kendala dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan akan dilakukan koordinasi dan 
koreksi untuk diinformasikan kepada pelanggan.  

 
4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Monitoring Layanan Jasa Teknologi (FR.10.00/LANJASTEK - LANJAS/2016) 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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Dokumen

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Proses

 

BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :10/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN JASA TEKNOLOGI 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
 
 
 
Ka. Bid. terkait 
 
 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 

 
 
 
 
 

Membuat draft nota dinas yang dilampiri 
dengan jadwal kegiatan. 

 
 
 
 
 

Menandatangani nota dinas. 
 
 
 
 
 

- Memberikan pengarahan kepada pelaksana. 
- Memberikan informasi status kegiatan. 
 
 
 
 
 
- Mengevaluasi progres kegiatan sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan. 
- Menyerahkan hasil evaluasi kegiatan. 
 
 
 
Menyimpan hasil evaluasi kegiatan. 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :11/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PELAYANAN JASA KONSULTANSI 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pelayanan jasa konsultansi. 

2. DEFINISI 
Jasa Konsultansi adalah jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang profesi sesuai dengan 
kompetensi yang dimiliki B2TKE. 

3. KEBIJAKAN 
a. Setiap penawaran jasa konsultansi harus ditandatangani oleh Ka. B2TKE. 
b. Draft proposal dibuat oleh unit teknis berkoordinasi dengan Ka. Bid. Layanan Jasa Teknologi. 
c. Apabila permintaan jasa konsultansi tidak bisa dipenuhi, maka Ka. Subbid. Layanan Jasa 

membuat draft surat balasan yang ditandatangani oleh Ka. B2TKE. 
d. Sebelum melaksanakan pekerjaan harus dibuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), mengacu 

ke (SOP No. 16/ LANJASTEK ð LANJAS/ 2016) 
e. Laporan hasil pekerjaan diserahkan kepada pelanggan sesuai dengan klausul pada SPK/Kontrak. 
 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :11/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PELAYANAN JASA KONSULTANSI 

7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
Pelanggan 
 
 
Ka.B2TKE 
 
Ka.Bid. Lanjastek 
 
 
Ka.Subbid.Lanjas 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
Ka. B2TKE 
 
Pelanggan 
 
 
Ka.Bid. Lanjastek 
 
 
Ka. Bidang Teknis 
 
 
 
 
Ka.Bid.Lanjastek 
 
 
Ka.Bid.Teknis 
 
Ka.Subbid. Layanan Jasa 
 
 
 
Pelanggan 

 
 
 
Mengirim surat permohonan jasa konsultansi. 
 
 
Disposisi. 
 
- Melakukan koordinasi dengan Bidang Teknis. 
- Disposisi. 
- Berkoordinasi dengan Unit Teknis dalam 

penyusunan Proposal. 
- Membuat surat  pengantaryang dilampiri proposal. 

 
Memberikan paraf. 
 
 
Menandatangani surat. 
 
- Menerima surat penawaran beserta proposal. 
- Mengirimkan kontrak kerjasama. 
 
Menerima kontrak kerjasama. 
 
- Menyusun draft POK  
(SOP No. 16/ LANJASTEK ï LANJAS/ 2016) 
- Melaksanakan pekerjaan. 
- Membuat Laporan. 
- Menyerahkan laporan. 
- Menerima laporan. 
- Memeriksa administrasi kontrak (SOP No. 08/ BU ï 

PROKEU/ 2016) 
 
Menandatangani laporan. 
 
- Memberitahukan kepada pelanggan bahwa laporan 

sudah selesai. 
- Membuat tanda terima/berita acara serah terima. 
- Mengirimkan laporan. 
Menerima laporan. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Verifikasi

Proses

Proses

Verifikasi

Proses

Proses

Mulai

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Selesai

Proses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :12/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PELAYANAN JASA PENGUJIAN 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudah pelayanan jasa pengujian. 

2. DEFINISI 
Jasa Pengujian adalah jasa yang diberikan kepada pelanggan dalam bentuk pengujian teknis. 

3. KEBIJAKAN 
Apabila permintaan pengujian belum dapat dilaksanakan karena jadwal pengujian sudah terisi penuh 
sampai batas waktu tertentu, maka Ka. Subbid. Layanan Jasa harus melakukan konfirmasi dengan 
pelanggan untuk mengatur kembali jadwal pengujian. 
 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
a. Form Kaji Ulang Kontrak/Permintaan ( FR.007.01/B2TKE/16). 
b. Form Tanda Terima Sampel (FR.021.01/B2TKE/16). 

 
6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :12/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PELAYANAN JASA PENGUJIAN 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
Pelanggan 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
Ka. Subbid.Lanjas 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
Manajer  Teknis 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
Pelanggan 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
Ka. Bid Lanjastek 
 
Ka. B2TKE 
 
Pelanggan 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
 
Manajer Teknis 

 
 
Mengirim surat permohonan pengujian. 
 
 
Disposisi. 
 
 
Menindaklanjuti. 
 
 
Menyiapkan form Kaji ulang 
Kontrak/Permintaan. 
 
Menandatangani form kaji ulang. 
 
- Melakukan Kaji Ulang. 
- Mengisi form jawaban kaji ulang. 
 
- Menerima form jawaban kaji ulang. 
- Menyampaikan informasi. 
 
Menerima informasi. 
 
 
- Membuat draft Surat Penawaran Harga. 
- Mempersiapkan draft kontrak. 
 
Memberikan paraf. 
 
Menandatangani Surat Penawaran Harga. 
 
- Menyetujui penawaran harga. 
- Mengirim barang uji dan SPK. 
- Menyelesaikan administrasi pembayaran. 
- Menerima barang uji dan SPK. 

(SOP No. 06/ LANJASTEK - LANJAS/ 2016) 

- Memeriksa status administrasi dan 
pembayaran. 

- Menyerahkan barang uji. 
Melaksanakan proses pengujian. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Selesai

Proses

Mulai

Verifikasi

Selesai

Tidak Ya

Proses

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :13/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PELAYANAN JASA PELATIHAN 

 
1. TUJUAN 

Agar mempermudah pelayanan jasa pelatihan kepada pihak yang memerlukan sesuai dengan 
permintaan dan kebutuhan. 

2. DEFINISI 
Jasa pelatihan adalah suatu kegiatan peningkatan dan pengembangan keahlian yang dilakukan 
sesuai dengan kompetensi untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkan. 

3. KEBIJAKAN 
a. Jasa pelatihan diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Ka. B2TKE. 
b. Pelatihan dikoordinir oleh Ka. Subbid. Layanan Jasa. 
 

4. REFERENSI 
a. PP Tarif PNBP yang berlaku pada BPPT. 
b. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :13/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PELAYANAN JASA PELATIHAN 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
Pelanggan  
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
Ka. Subbid.Lanjas 
 
 
 
Bidang Teknis 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Pelanggan 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
Pelanggan 

 
 
 
Mengirim surat permohonan pelayanan jasa 
pelatihan. 
 
- Menerima permohonan. 
- Memberikan disposisi. 
 
Disposisi. 
 
 
Melakukan koordinasi dengan bidang teknis terkait 
waktu, Instruktur dan materi pelatihan. 
 
 
Menyiapkan materi dan instruktur pelatihan. 
 
- Menyusun kepanitiaan. 
- Membuat surat jawaban kepada 

pelangganmengenai jadwal pelaksanaan 
pelatihan. 

- Memeriksa. 
- Memberikan paraf. 

 
- Menandatangani surat. 
- Mengirimkan surat jawaban. 

 
- Menerima surat jawaban. 
- Menyiapkan kontrak pelaksanaan pelatihan. 
 
Menandatangani kontrak. 
 
 
Melaksanakan pelatihan. 
 
 

Mengikuti pelatihan. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Selesai

Proses

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :14/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN DANPENAWARAN JASA PELATIHAN 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penyusunan rencana pelayanan jasa pelatihan. 

2. DEFINISI 
Rencana Tahunan Jasa Pelatihan adalah penyusunan jadwal kegiatan dalam rangka peningkatan 
dan pengembangan keahlian di bidang teknologi konversi energi yang disusun untuk periode satu 
tahun. 

3. KEBIJAKAN 
a. Rencana pelayanan jasa pelatihan untuk periode satu tahun dikoordinir oleh Ka. Bid. Layanan 

Jasa Teknologi. 
b. Ka. Bidang Teknis dapat mengajukan rencana pelayanan jasa pelatihan yang belum diagendakan 

sebelumnya kepada Ka. Bidang Layanan Jasa Teknologi. 
c. Ka. B2TKE dan para Ka. Bid/Bag. berkoordinasi untuk menentukan rencana pelatihan untuk 

periode satu tahun. 
 

4. REFERENSI 
a. PP Tarif PNBP yang berlaku pada BPPT. 
b. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :14/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN DAN PENAWARAN JASA PELATIHAN 

 
7. TUJUAN 

ALUR AKTIVITAS PENANGGUNG 
JAWAB/ PIC 

PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
 
 
Ka. Bid. Teknis 
 
 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjas 
 
 
 
 
Ka. B2TKE  
 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
 
 
Pemangku kepentingan 

 
 
 
 
Mengirim nota dinas. 
 
 
 
 
- Menyusun materi pelatihan. 
- Mengusulkan. 
 
 
 
- Menerima usulan. 
- Melakukan kompilasi rencana 

pelayananjasa pelatihan. 
 
 
 
Menyetujui rencana. 
 
 
 
 
- Mendistribusikan rencana tahunan. 
- Mengkoordinir silabus pelatihan. 
 
 
- Menyusun leaflet pelatihan. 
- Mendistribusikan leaflet pelatihan. 
 
 
 
 
Menerima leaflet pelatihan. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :15/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA JASA TEKNOLOGI 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penyusunan kontrak kerjasama jasa teknologi sesuai dengan kesepakatan 
para pihak. 

2. DEFINISI 
Kontrak Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak-pihak terkait mengenai hal tertentu yang 
disetujui oleh pihak yang terkait dalam hal ini adalah mengenai jasa teknologi. 
 

3. KEBIJAKAN 
a. Materi kontrak kerja jasa teknologi disepakati oleh para pihak. 
b. Materi kontrak kerja jasa teknologi dikoordinasikan dengan bidang teknis terkait. 
c. Kontrak kerja jasa teknologi harus ditandatangani oleh Ka. B2TKE. 
 

4. REFERENSI 
a. PP Tarif PNBP yang berlaku pada BPPT. 
b. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 

¶ Ka. B2TKE 

¶ Ka. Bidang / Bagian 

¶ Manajer Mutu 

¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :15/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA JASA TEKNOLOGI 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
Mitra Kerja 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek  
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
Mitra kerja 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek & Ka. Bid. 
Teknis 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Mitra Kerja 

 
 
 
 
Mengirim surat permohonan pelayanan jasa 
teknologi. 
 
 
Disposisi. 
 
 
- Melakukan koordinasi dengan bidang teknis 

terkait. 
- Disposisi. 

 
Membuat draft kontrak. 
 
 
 
- Melakukan verifikasi. 
- Mengirim kembali draft kontrak. 

 
 
 
- Memberikan paraf. 
- Mendistribusikan. 

 
 
Memberikan paraf dokumen kontrak. 
 
 
 
 
Menandatangani dokumen kontrak. 
 
 
 
Menerima dokumen kontrak. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Verifikasi

Proses

Proses

Proses

Selesai

Tidak

Ya

Mulai
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :16/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENERIMAAN 
NEGARA BUKAN PAJAK 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP). 

2. DEFINISI 
POK adalah acuan penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan PNBP. 

3. KEBIJAKAN 
a. POK dibuat bersama-sama oleh Ka. Bid. Teknis, Ka. Bag. Umum dan dikoordinir oleh Ka. Bid. 

Layanan Jasa Teknologi. 
b. POK dibuat selambat-lambatnya satu minggu setelah penandatanganan kontrak. 
c. POK harus ditandatangani oleh Ka. B2TKE. 
d. Apabila terjadi revisi POK, harus disetujui oleh Ka. Bid. Teknis, Ka. Bag. Umum dan Ka. Bid. 

Layanan Jasa Teknologi. 
e. POK didistribusikan kepada Ka. Bag. Umum, Ka. Bid. Teknis terkait dan Ka. Bid. Layanan Jasa 

Teknologi. 
 

4. REFERENSI 
a. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP. 
b. Standar Biaya Masukan PMK Tahun berjalan. 
c. Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :16/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENERIMAAN 
NEGARA BUKAN PAJAK 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
Bid.Lanjastek 
 
 
 
 
 
Bid. Teknis Terkait 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum, 
Ka. Bid. Lanjastek 
Ka. Bid. Teknis 
 
 
 
Ka. Bag. Umum, 
Ka. Bid. Lanjastek 
Ka. Bid. Teknis 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
 
Ka. Bag. Umum 

 
 
 
 
Menyerahkan salinan kontrak kerjasama. 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan draft POK sesuai kebutuhan 
operasional kegiatan. 
 
 
 
Melakukan pembahasan. 
 
 
 
 
 
Memberikan paraf. 
 
 
 
 
 
- Menandatangani. 
- Mendistribusikan. 
 
 
 
Mengkoordinir penggunaan anggaran 
kegiatan. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :17/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penyusunan nota kesepahaman yang dilakukan oleh para pihak. 

2. DEFINISI 
Nota Kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah 
pihak atau lebih. 

3. KEBIJAKAN 
a. Penelaahan materi nota kesepahaman dilakukan oleh Biro Hukum Kerjasama & Humas (HKH) 

dan B2TKE. 
b. Segala hal yang terkait dengan rencana penyusunan nota kesepahaman diketahui oleh para Ka. 

Bid./Bag.. 
 
4. REFERENSI 

Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
- 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :17/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN  

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

  
 
 
 
 
Ka. Bid./Bag. 
 
 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
Ka. Bid. Lanjastek 
 
 
 
 
Ka. B2TKE 
 
 
 
Ka. Biro HKH (Hukum 
Kerjasama & Humas) BPPT 
 
 

 
 
 
 
 
Membuat nota dinas. 
 
 
 
 
 
Disposisi. 
 
 
 
 
 
Menyiapkan nota dinas. 
 
 
 
Memberikan paraf. 
 
 
 
 
Menandatangani. 
 
 
 
Menerima nota dinas. 

 

Dokumen

Proses

Proses

Proses

Selesai

Mulai

Proses
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :18/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 1 dari 2 

PROSEDUR PENYERAHAN LAPORAN/SERTIFIKAT HASIL LAYANAN TEKNOLOGI 

 
1. TUJUAN 

Untuk mempermudah penyerahan laporan/sertifikat hasil layanan teknologi. 

2. DEFINISI 
Penyerahan Hasil Layanan Teknologi adalah suatu kegiatan yang meliputi penggandaan, pengiriman 
dan penyerahan laporan/sertifikat kepada mitra kerja. 
 

3. KEBIJAKAN 
a. Laporan/sertifikat yang dimaksud adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan teknis. 
b. Laporan ditandatangani oleh Manajer Teknis. 
 

4. REFERENSI 
Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi. 
 

5. DAFTAR DOKUMEN 
Form Penyerahan Barang/Dokumen (FR.022.01/B2TKE/2016) 
 

6. DAFTAR DISTRIBUSI 
¶ Ka. B2TKE 
¶ Ka. Bidang / Bagian 
¶ Manajer Mutu 
¶ Perpustakaan 
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BALAI BESAR TEKNOLOGI 

KONVERSI ENERGI 
 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tahun. 
Berlaku  

: 2017 

Revisi : 0 

No. Dok   :18/LANJASTEK-LANJAS/2016 

Hal : 2 dari 2 

PROSEDUR PENYERAHAN LAPORAN/SERTIFIKAT HASIL LAYANAN 

 
7. PROSEDUR 

ALUR AKTIVITAS 
PENANGGUNG 

JAWAB/ PIC 
PETUNJUK OPERASIONAL 

 

 

 

 
 
 
 
Manajer Teknis 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
 
Ka. Subbag. TU SDM & RT 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
Pelanggan 
 
 
 
 
Ka. Subbid. Lanjas 
 
 
 
Ka. Subbag. TU SDM & RT 
 
 
 
Pelanggan 

 
 
 
 
Menyerahkan laporan/sertifikat. 

 
 
 

- Melakukan konfirmasi dengan Ka. Subbag. Pro.& 
Keu.tentang status pembayaran. 

- Menyusun notadinas. 
 
 
Melakukan proses penggandaan laporan. 
(SOP No. 40/ BU ð SDM & RT/ 2016) 

 
 

- Menerima laporan yang telah digandakan. 
- Menyampaikan informasi kepada mitra. 
- Menyiapkan berita acara penyerahan 

laporan/sertifikat. 
 

- Mengambil laporan/sertifikat. 
- Menandatangani Berita Acara. 
 
 
 
Membuat nota dinas permintaan pengiriman 
laporan. 
 
 
Melakukan pengiriman laporan/sertifikat. 
 
 
 
Menerima  laporan/sertifikat. 

 












































